BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.1660, 2016 KEMENHUB. Urusan Pemerintahan. Nomenklatur.
Pedoman.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 139 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN NOMENKLATUR, TUGAS, DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Perhubungan tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan
Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan

Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4722);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4956);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

S. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5680);

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

8. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);
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10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Tahun 2016
tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan

Perhubungan;

MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR, TUGAS,
DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG
MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERHUBUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menjadi
kewenangan Daerah.

2. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu
gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

3. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur
pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
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5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

6. Kepulauan adalah daerah yang memiliki karakteristik
secara geografis dengan wilayah lautan lebih luas dari
daratan yang di dalamnya terdapat pulau-pulau yang
membentuk gugusan pulau sehingga menjadi satu
kesatuan geografis dan sosial budaya.

7. Daratan adalah daerah yang memiliki karakteristik secara
geografis dengan wilayah daratan lebih luas dari lautan
dan merupakan satu kesatuan geografis dan sosial
budaya.

8. Tipologi adalah pengelompokan perangkat daerah
berdasarkan tipe atau jenis yang didasarkan pada hasil
pemetaan Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan
hasil perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan
Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten dan Kota setelah
dikalikan dengan faktor kesulitan geografis.

9. Kepala Daerah adalah penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

11. Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur
pelaksana  urusan  pemerintahan  provinsi atau

kabupaten /kota.
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BAB II
BENTUK, TIPE, DAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERHUBUNGAN

Bagian Kesatu

Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

(1) Perangkat Daerah Provinsi yang merupakan unsur
pelaksana  penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah
Provinsi untuk urusan pemerintahan bidang
perhubungan berbentuk Dinas Daerah Provinsi.

(2) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang merupakan
unsur pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota untuk urusan pemerintahan bidang

perhubungan berbentuk Dinas Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Tipe Perangkat Daerah

Pasal 3

(1) Dinas Daerah Provinsi dan Dinas Daerah
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dibedakan atas:

a. Tipe A;
b. Tipe B; dan
c. Tipe C.

(2) Penentuan tipe Dinas daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berdasarkan atas hasil pengukuran
intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang
perhubungan yang diatur dengan Peraturan Menteri

Perhubungan tersendiri.
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Bagian Ketiga

Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 4

(1) Nomenklatur Dinas Daerah Provinsi yang
menyelenggarakan  urusan pemerintahan  bidang
perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) disebut Dinas Perhubungan Provinsi.

(2) Nomenklatur Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang
menyelenggarakan  urusan = pemerintahan  bidang
perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2) disebut Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5
(1) Dinas Perhubungan Provinsi dan Dinas Perhubungan
Kabupaten/Kota Tipe A masing-masing terdiri atas 1
(satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 6
(1) Dinas Perhubungan Provinsi dan Dinas Perhubungan
Kabupaten/Kota Tipe B masing-masing terdiri atas 1
(satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas paling banyak 2 (dua) subbagian.
(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

paling banyak 3 (tiga) seksi.
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Pasal 7
(1) Dinas Perhubungan Provinsi dan Dinas Perhubungan
Kabupaten/Kota Tipe C masing-masing terdiri atas 1
(satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas paling banyak 2 (dua) subbagian.
(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 8
(1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi dan

Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota didasarkan atas

pendekatan fungsi pada setiap sub urusan dan

kewenangan dari Urusan Perhubungan.
(2) Susunan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbagi atas:

a. Susunan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi
Tipe A pada wilayah geografis kepulauan dengan
fokus sub urusan lalu lintas angkutan jalan dan
pelayaran;

b. Susunan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi
Tipe B pada wilayah geografis kepulauan dengan
fokus sub urusan lalu lintas angkutan jalan dan
pelayaran;

c. Susunan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi
Tipe C pada wilayah geografis kepulauan dengan
fokus sub urusan lalu lintas angkutan jalan dan
pelayaran;

d. Susunan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi
Tipe A pada wilayah geografis daratan dengan fokus
sub urusan lalu lintas angkutan jalan dan
pelayaran;

e. Susunan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi
Tipe B pada wilayah geografis daratan dengan fokus
sub urusan lalu lintas angkutan jalan dan

pelayaran;
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(3)

f. Susunan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi
Tipe C pada wilayah geografis daratan dengan fokus
sub urusan lalu lintas angkutan jalan dan
pelayaran;

g. Susunan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi
Tipe A pada wilayah geografis daratan dengan fokus
sub urusan lalu lintas angkutan jalan, pelayaran,
dan perkeretaapian;

h. Susunan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi
Tipe B pada wilayah geografis daratan dengan fokus
sub urusan lalu lintas angkutan jalan, pelayaran,
dan perkeretaapian;

1. Susunan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi
Tipe C pada wilayah geografis daratan dengan fokus
sub urusan lalu lintas angkutan jalan, pelayaran,
dan perkeretaapian;

Susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terbagi atas:

a. Susunan organisasi Dinas Perhubungan
Kabupaten/Kota Tipe A pada wilayah geografis
kepulauan dengan fokus sub urusan sesuai dengan
moda transportasi yang dilayani pada wilayah
masing-masing;

b. Susunan organisasi Dinas Perhubungan
Kabupaten/Kota Tipe B pada wilayah geografis
kepulauan dengan fokus sub urusan sesuai dengan
moda transportasi yang dilayani pada wilayah
masing-masing;

c. Susunan organisasi Dinas Perhubungan
Kabupaten/Kota Tipe C pada wilayah geografis
kepulauan dengan fokus sub urusan sesuai dengan
moda transportasi yang dilayani pada wilayah
masing-masing;

d. Susunan organisasi Dinas Perhubungan
Kabupaten/Kota Tipe A pada wilayah geografis
daratan dengan fokus sub urusan sesuai dengan

moda transportasi yang dilayani pada wilayah
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masing-masing;

e. Susunan organisasi Dinas Perhubungan
Kabupaten/Kota Tipe B pada wilayah geografis
daratan dengan fokus sub urusan sesuai dengan
moda transportasi yang dilayani pada wilayah
masing-masing; dan

f. Susunan organisasi Dinas Perhubungan
Kabupaten/Kota Tipe C pada wilayah geografis
daratan dengan fokus sub urusan sesuai dengan
moda transportasi yang dilayani pada wilayah

masing-masing.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Paragraf Kesatu

Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi

Pasal 9
Dinas Perhubungan Provinsi mempunyai tugas membantu
gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang
perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas

Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9, Dinas Daerah provinsi menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan
angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan
penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan
Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah
provinsi;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan
angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan
penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan
Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah

provinsi;
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C. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu
lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran,
dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah

dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah

provinsi;

d. pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan Provinsi;
dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur

terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua

Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota

Pasal 11
Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota mempunyai tugas
membantu  bupati/wali kota  melaksanakan  Urusan
Pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan
Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada

Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11, Dinas Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan

fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan
angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan
penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan
Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah
Kabupaten/Kota;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan
angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan
penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan
Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah
Kabupaten/Kota;

C. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu
lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran,

dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah
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dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah
Kabupaten/Kota;

d. pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan
Kabupaten/Kota; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali

kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

(1)  Contoh susunan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi
dan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, serta tugas
dan fungsi unit kerja pada Dinas Perhubungan Provinsi
dan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota sebagaimana
tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Penerapan contoh susunan organisasi Dinas
Perhubungan Provinsi dan Dinas Perhubungan
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat disesuaikan dengan pertimbangan atas:

a. Ketersediaan dan kompleksitas pelayanan moda
transportasi yang menjadi kewenangan Daerah
Provinsi atau Kabupaten/Kota;

b. Efektivitas dan efisiensi APBD; dan

c. Pelimpahan pelayanan perizinan kepada unit
pelayanan terpadu satu pintu daerah

Provinsi/Kabupaten/Kota.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14
(1) Pada Dinas Perhubungan Provinsi dan Dinas
Perhubungan Kabupaten/Kota dapat dibentuk unit
pelaksana  teknis Dinas Perhubungan  untuk
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu.
(2) Pembentukan unit pelaksana teknis Dinas Perhubungan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
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sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Pembentukan unit pelaksana teknis Dinas Perhubungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
berdasarkan hasil penghitungan analisis beban kerja

organisasi.

Pasal 15
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, organisasi dan
tata kerja Dinas Perhubungan Provinsi dan Dinas
Perhubungan Kabupaten/Kota disesuaikan berdasarkan
ketentuan Peraturan Menteri ini paling lambat 6 (enam) bulan

sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 November 2016

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURANMENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN  NOMENKLATUR, TUGAS, DAN
FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

CONTOH SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DAN
BINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN/KOTA, SERTA TUGAS DAN FUNGSI
UNIT KERJA PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN/KOTA
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Tugas, dan Fungsi Unit Kerja Dinas

Perhubungan Provinsi Tipe A pada Wilayah Geografis Kepulauan dengan

Fokus Sub Urusan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Pelayaran.

a. Susunan Organisasi

KEPALA
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PERENCANAAN ?{%%?\?\]%IQNN KEPEGAWAIAN
DAN EVALUASI DAN UMUM
BIDANG LALU BIDANG ANGKUTAN BIDANG BIDANG ANGKUTAN
LINTAS JALAN JALAN KEPELABUHANAN PELAYARAN

|

I

2016, No.1660

SEKST SEKSI ANGKUTAN SEKSI SEKSI BADAN USAHA
—] MANAJEMEN LALU —{  ORaNG DAL —  PEMBANGUNAN —]  DANASA TEREAIT
LINTAS JALAN TERMINAL PELABUHAN PELATARAN
SEKSI ANGHUTAN SEKSI
| SEESI RERAYASA || ORANG TIDAK DALAM || PENGERUEKAN DAN | SEESI ANGKUTAN
LALU LINTAS TRATEK DAN REKLAMASI PELAYARAN
JALAN ANGEUTAN BARANG PELABUHAN RAKYAT
SEKSI SEKSI PENG- SEKSI ANGKUTAN
| | KESELAMATAN || SEKDZ’IO%?AMSA?}JAN | | OPERASIAN DAN | | sumcal, DaNAU,
LALU LINTAS DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN DAN
ANGKUTAN JALAN PELABUHAN PENYEBERANGAN
b. Tugas dan Fungsi
1) Tugas dan Fungsi Sekretariat
a) Tugas
Melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan
administratif kepada seluruh wunit organisasi di
lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi.
b) Fungsi
Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat
menyelenggarakan fungsi:
(1) koordinasi penyusunan rencana, program,
anggaran, evaluasi, dan  pelaporan  Dinas

Perhubungan Provinsi;
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(2) pemberian dukungan administrasi yang meliputi
kepegawaian, ketatausahaan, keuangan,
kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan
masyarakat, kearsipan, dan dckumentasi;

(3) penataan organisasi dan tata laksana;

(4) koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-
undangan;

(5) pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; dan

(6) pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Tugas Subbagian Perencanaan dan Evaluasi
Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana rencana,
program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas
Perhubungan Provinsi.

3) Tugas Subbagian Keuangan
Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan keuangan
dan pengelclaan barang milik/kekayaan daerah.

4) Tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum
Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusar
kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan,
kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan
dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana, serta
penyusunan peraturan perundang-undangan.

9) Tugas dan Fungsi Bidang Lalu Lintas Jalan
a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di

bidang lalu lintas jalan.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Lalu Lintas Jalan

menyelenggarakan fungsi:

(1)  penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
manajemen dan rekayasa lalu lintas, dan
keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;

(2) penyviapan bahan pelaksanaan Kkebijakan di
bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, dan

keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
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(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di
bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas dan
angkutan jalan; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan
manajemen lalu lintas jalan, dan persetujuan hasil analisis
dampak lalu lintas pada jalan previnsi.
Tugas Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan
perlengkapan jalan di jalan provinsi, dan penerapan teknologi
informasi dan komunikasi lalu lintas jalan.
Tugas Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan
inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan provinsi, laik
fungsi jalan keseclamatan sarana dan prasarana, fasilitasi
manajemen dan penanganan keselamatan di jalan proevinsi,
fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan
angkutan jalan, keselamatan pengusahaan angkutan umum
dan fasilitasi kelaikan kendaraan, serta penegakan hukum
oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
Tugas dan Fungsi Bidang Angkutan Jalan
a) Tugas
Melaksanakan  penyiapan perumusan kebijakan,
pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di

bidang angkutan jalan.

b) Fungsi
Dalam melaksanakan tugas, Bidang Angkutan Jalan
menyelenggarakan fungsi:
(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
angkutan orang dan barang, serta pemaduan

moda dan pengembangan,
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(2) penyiapan bahan pelaksanaan Kkebijakan di
bidang angkutan orang dan barang, serta
pemaduan moda dan pengembangan;

(3) penviapan bahan evaluasi dan pelaporan di
bidang angkutan orang dan barang, serta
pemaduan moda dan pengembangan; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10) Tugas Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Terminal
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan
terminal tipe B, rencana umum jaringan trayvek antarkota
dalam provinsi, perizinan angkutan orang dalam trayek di
jalan antarkota dalam provinsi, tarif kelas ekonomi angkutan
orang dalam trayek, fasilitasi perizinan angkutan orang dalam
trayek antarkota antarprovinsi.

11) Tugas Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan
Angkutan Barang
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penectapan
wilayah operasi dan perizinan angkutan taksi dalam kawasan
perkotaan yang wilayah operasinya melampaui daerah
kota/kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi, perizinan
angkutan orang angkutan antar jemput antarkota dalam
provinsi, penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan
barang lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah
provinsi, teknelogi informasi angkutan jalan, serta fasilitasi

perizinan angkutan orang tidak dalam trayek lainnya.

12) Tugas Seksi Pemaduan Moda dan Pengembangan
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan
angkutan pemaduan moda, rencana umuimn jaringan trayek,
perizinan dan tarif angkutan perkotaan yang melampaui batas
1 (satu) daerah kabupaten/kota dan pedesaan yang
melampaui 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah

provinsi, fasilitasi angkutan perintis dalam provinsi, fasilitasi

www.peraturan.go.id



1o. 2016, No.1660

perizinan angkutan perkotaan dan pedesaan yang melampaui
batas 1 (satu) daerah provinsi, rencana induk jaringan lalu
lintas dan angkutan jalan provinsi, penetapan rencana induk
perkeretaapian provinsi, penetapan rencana induk dan
DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional, pengelolaan
data dan informasi transportasi, pengelolaan sistem informasi
manajemen dan komunikasi transportasi, serta
pengembangan transportasi.
13) Tugas dan Fungsi Bidang Kepelabuhanan

a) Tugas

Melaksanakan  penyiapan perumusan  kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di

bidang kepelabuhanan.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kepelabuhanan

menyelenggarakan fungsi:

(1) penyviapan bahan perumusan kebijakan di bidang
pembangunan, pengerukan, reklamasi,
pengoperasian, dan pengelclaan pelabuhan;

(2) penyviapan bahan pelaksanaan kebijakan di
bidang pembangunan, pengerukan, reklamasi,
pengoperasian, dan pengelolaan pelabuhan;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di
bidang pembangunan, pengerukan, reklamasi,

pengoperasian, dan pengelolaan pelabuhan; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
14) Tugas Seksi Pembangunan Pelabuhan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan  di  bidang
pembangunan, penerbitan izin pembangunan pelabuhan
pengumpan regional, perizinan pengembangan pelabuhan
untuk pelabuhan pengumpan regional, serta Pembangunan

dan perizinan pelabuhan sungai dan danau yang melayani

trayek lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daecrah
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provinsi.

13) Tugas Scksi Pengerukan dan Reklamasi Pelabuhan
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan
pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan
pengumpan regicnal, serta perizinan reklamasi di wilayah
perairan pelabuhan pengumpan regional.

16) Tugas Seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan
usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan
regional, perizinan pengoperasian pelabuhan dan perizinan
pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan
pengumpan regional, serta perizinan pengelolaan terminal
untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKr/DLKp
pelabuhan pengumpan regional.

17) Tugas dan Fungsi Bidang Angkutan Pelayaran
a) Tugas

Melaksanakan  penyiapan perumusan  kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di

bidang angkutan pelayaran.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Usaha Angkutan

Pelayaran menyelenggarakan fungsi:

(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
badan wusaha dan jasa terkait angkutan
pelayaran, angkutan pelayaran rakyat, dan
angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;

(2) penviapan bahan pelaksanaan kebijakan di
bidang badan usaha dan jasa terkait angkutan
pelayaran, angkutan pelayaran rakyat, dan
angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di
bidang badan usaha dan jasa terkait angkutan
pelayaran, angkutan pelayvaran rakyat, dan
angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;

dan
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(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinyva.

18) Tugas Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan
Pelayaran
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan
usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili
dalam wilayvah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar
daerah kabupaten/kota dalam wilayah daerah Provinsi, serta
perizinan usaha jasa terkait bongkar muat barang, Jasa
pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan,
penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa
terkait dengan angkutan laut, tally mandiri dan depe peti
kemas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam
wilayah Provinsi.

19) Tugas Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan
usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang percrangan
atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada
lintas pelabuhan antar-Daerah kabupaten/kota dalam [Daerah
provinsi, pelabuhan antar-Daerah provinsi, dan pelabuhan
internasional.

20) Tugas Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan
lintas penyeberangan dan persetujuan pengeperasian kapal
antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi yang
terletak pada jaringan jalan provinsi dan/atau jaringan jalur
penyeberangan provinsi, penctapan lintas penyeberangan dan
persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani
penyeberangan lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/
kota dalam daerah provinsi yvang terletak pada jaringan jalan
provinsi dan/atau jaringan jalur penyeberangan provinsi,
serta tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas
ekoncemi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas

penyeberangan antar dacrah kabupaten/kota dalam daerah
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2. Contoh Susunan Organisasi,

-292-

Tugas,

dan Fungsi

Unit Kerja Dinas

Perhubungan Provinsi Tipe B pada Wilayah Geografis Kepulauan dengan

Fokus Sub Urusan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Pelayaran

a. Susunan Organisasi

SEKRETARIAT

SUBBAGIAN
KEPEGAWAIAN
DAN UMUM

KEPALA
SUBBAGIAN
PERENCANAAN
DAN KEUANGAN
Bﬁﬁﬁﬁi ]]Sglqu BIDANG BIDANG ANGKUTAN
ANGKUTAN JALAN KEPELABUHANAN PELAYARAN
SEKSI SEKSI BADAN USAHA
SEKSI LALU DAN JASA TERKAIT
1 o PEMBANGUNAN —
LINTAS JALAN ANCGEUTAN
PELABUHAN PELAYARAN

SEKSI ANGKUTAN

SEKSI
PENGERUKAN DAN

SEKSI ANGKUTAN

DAN TERMINAL REKLAMASI PE&“:EAI T“ N
PELABUHAN
SEKSI PENG- STESI ANGKUTAN
SEKSI PEMADUAN OPERASIAN DAN SUNGAI, DANAU,
- MODA DAN - -
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN DAN
PELABUHAN PENYEEERANGAN
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b. Tugas dan Fungsi
1) Tugas dan Fungsi Sckretariat
a) Tugas

Melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan

administratif kepada seluruh unit organisasi di

lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat

menyelenggarakan fungsi:

(1) koordinasi penyusunan rencana, program,
anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas
Perhubungan Provinsi;

(2) pemberian dukungan administrasi yang meliputi
kepegawaian, ketatausahaan, keuangan,
kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan
masyarakat, kearsipan, dan deckumentasi;

(3) penataan organisasi dan tata laksana;

(4)  koordinasi dan penyusunan peraturan
perundang-undangan,;

(9)  pengelelaan barang milik/kekayaan daerah; dan

(6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinyva.

2) Tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan
Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana rencana,
program, anggaran, pelaksanaan urusan keuangan dan
pengelolaan barang milik/kekayaan daerah, evaluasi, dan
pelaporan Dinas Perhubungan Provinsi.

3) Tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum
Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusar
kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan,
kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan
dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana, serta
penyusunan peraturan perundang-undangan.

4) Tugas dan Fungsi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di
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bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi:

(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
lalu lintas jalan, angkutan jalan, terminal,
pemaduan moda, dan pengembangan;

(2) penviapan bahan pelaksanaan kebijakan di
bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, terminal,
pemaduan moda, dan pengenmbangan;

(3) penyviapan bahan evaluasi dan pelaporan di
bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, terminal,
pemaduan moda, dan pengembangan; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

o) Tugas Seksi Lalu Lintas Jalan
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan
manajemen lalu lintas jalan, persetujuan hasil analisis
dampak lalu lintas pada jalan provinsi, penyediaan
perlengkapan jalan di jalan provinsi, dan penerapan teknologi
informasi dan komunikasi lalu lintas jalan.
0) Tugas Seksi Angkutan dan Terminal

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan
terminal tipe B, rencana umum jaringan trayvek antarkota
dalam provinsi, perizinan angkutan orang dalam trayek di
jalan antarkota dalam provinsi, tarif kelas ekonomi angkutan
crang dalam trayek, fasilitasi perizinan angkutan orang dalam
trayek antarkota antarprovinsi, penetapan wilayah operasi
dan perizinan angkutan taksi dalam kawasan perkotaan yang
wilayah operasinya melampaui daerah kota/kabupaten dalam
1 (satu) Dacrah provinsi, perizinan angkutan orang angkutan
antar jemput antarkoeta dalam provinsi, penyediaan angkutan
umum untuk jasa angkutan barang lintas daerah
kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, teknologi

informasi angkutan jalan, serta fasilitasi perizinan angkutan
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orang tidak dalam trayek lainnya.

7) Tugas Scksi Pemaduan Moda dan Pengembangan
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan
angkutan pemaduan moda, rencana umum jaringan trayek,
perizinan dan tarif angkutan perkotaan yang melampaui batas
1 (satu) daerah kabupaten/kota dan pedesaan yang
melampaui 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah
provinsi, fasilitasi angkutan perintis dalam provinsi, fasilitasi
perizinan angkutan perkotaan dan pedesaan yang melampaui
batas 1 (satu) daerah provinsi, rencana induk jaringan lalu
lintas dan angkutan jalan provinsi, penctapan rencana induk
perkeretaapian provinsi, penetapan rencana induk dan
DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional, pengelolaan
data dan informasi transportasi, pengelolaan sistem informasi
manajemen dan komunikasi transportasi, serta
pengembangan transportasi.

8) Tugas dan Fungsi Bidang Kepelabuhanan
a) Tugas

Melaksanakan  penyiapan perumusan  kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di

bidang kepelabuhanan.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kepelabuhanan

menyelenggarakan fungsi:

(1) penyviapan bahan perumusan kebijakan di bidang
pembangunan, pengerukan, reklamasi,
pengoperasian, dan pengelolaan pelabuhan;

(2) penviapan bahan pelaksanaan kebijakan di
bidang pembangunan, pengerukan, reklamasi,
pengoperasian, dan pengelclaan pelabuhan;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di
bidang pembangunan, pengerukan, reklamasi,
pengoperasian, dan pengelelaan pelabuhan; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9) Tugas Seksi Pembangunan Pelabuhan
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Melakukan penyviapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan  di  bidang
pembangunan, penerbitan izin pembangunan pelabuhan
pengumpan regional, perizinan pengembangan pelabuhan
untuk pelabuhan pengumpan regional, serta pembangunan
dan perizinan pelabuhan sungai dan danau yang melayani
trayek lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah
provinsi.

10) Tugas Seksi Pengerukan dan Reklamasi Pelabuhan
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan
pekerjaan  pengerukan di  wilayah perairan  pelabuhan
pengumpan regional, serta perizinan reklamasi di wilayah
perairan pelabuhan pengumpan regional.

11) Tugas Seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan
usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan
regional, perizinan pengoperasian pelabuhan dan perizinan
pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan
pengumpan regional, serta perizinan pengelolaan terminal
untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKr/DLKp

pelabuhan pengumpan regional.

12) Tugas dan Fungsi Bidang Angkutan Pelayaran
a) Tugas
Melaksanakan  penyiapan perumusan kebijakan,
pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di
bidang angkutan pelayaran.
b) Fungsi
Dalam melaksanakan tugas, Bidang Angkutan
Pelayaran menyelenggarakan fungsi:
(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
badan wusaha dan jasa terkait angkutan
pelayaran, angkutan pelayaran rakyat, dan

angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
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(2) penyiapan bahan pelaksanaan Kkebijakan di
bidang badan usaha dan jasa terkait angkutan
pelayaran, angkutan pelayvaran rakyat, dan
angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di
bidang badan usaha dan jasa terkait angkutan
pelayaran, angkutan pelayaran rakyat, dan
angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13) Tugas Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan
Pelayaran
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan
usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili
dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar
daerah kabupaten/kota dalam wilayah daerah Provinsi, serta
perizinan usaha jasa terkait bongkar muat barang, Jasa
pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan,
penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa
terkait dengan angkutan laut, tally mandiri dan depo peti
kemas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam
wilayah Provinsi.

14) Tugas Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan
usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang percrangan
atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada
lintas pelabuhan antar-Daerah kabupaten/kota dalam Daerah
provinsi, pelabuhan antar-Daerah provinsi, dan pelabuhan
internasicnal.

13) Tugas Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan
lintas penyveberangan dan persetujuan pengeperasian kapal

antar daecrah kabupaten/kota dalam dacrah provinsi yang
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terletak pada jaringan jalan provinsi dan/atau jaringan jalur
penyeberangan provinsi, penctapan lintas penyeberangan dan
persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani
penyeberangan lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/
kota dalam daerah provinsi yang terletak pada jaringan jalan
provinsi dan/atau jaringan jalur penyeberangan provinsi,
serta tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas
ekonemi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas
penyeberangan antar daerah kabupaten/kota dalam daerah

provinsi.
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Contoh Susunan Organisasi, Tugas, dan IFungsi Unit Kerja Dinas
Perhubungan Provinsi Tipe C pada Wilayah Geografis Kepulauan dengan
Fokus Sub Urusan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Pelayaran

a. Susunan Organisasi

KEPALA
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PERENCANAAN KEPEGAWAIAN
DAN KEUANGAN DAN UMUM
BIDANG LALU
e
ANGKUTAN JALAN
|| SEKSI LALU || SEKSI
LINTAS JALAN KEPELABUHANAN
SEKSI BADAN USAHA
|| SEKSI ANGKUTAN || DAN JASA TERKAIT
DAN TERMINAL ANGEUTAN
PELAYARAN
H LYgoor—engsi
s 3 SEKSI ANGEUTAN
sexer pemapuan | dan Fungsi Sekretarlﬁt DRI ATA AN BAKT AT
— MODA DAN DAN ANGHUTAN
PENGEMBANGAN SUNGAL DANAU, DAN
Tugas PENYTEBERANGAN

Melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan
administratif kepada seluruh wunit organisasi di
lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat

menyelenggarakan fungsi:

(1) koordinasi penyusunan rencana, program,
anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas
Perhubungan Provinsi;

(2) pemberian dukungan administrasi yang meliputi
kepegawaian, ketatausahaan, keuangan,

kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan
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masyarakat, kearsipan, dan dockumentasi;

(3) penataan organisasi dan tata laksana,

(4)  koordinasi dan penyusunan peraturan
perundang-undangan,

(9) pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; dan

(6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan
Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana rencana,
program, anggaran, peclaksanaan urusan keuangan dan
pengelolaan barang milik/kekayaan daerah, evaluasi, dan
pelaporan Dinas Perhubungan Provinsi.

3) Tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum
Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusar
kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan,
kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan
dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana, serta
penyusunan peraturan perundang-undangan.

4) Tugas dan Fungsi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
a) Tugas

Melaksanakan  penyiapan perumusan  kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di

bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi:

(1) penyviapan bahan perumusan kebijakan di bidang
lalu lintas jalan, angkutan jalan, terminal,
pemaduan moda, dan pengembangan;

(2) penyviapan bahan pelaksanaan kebijakan di
bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, terminal,
pemaduan moda, dan pengenmbangan;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di
bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, terminal,
pemaduan moda, dan pengembangan; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Tugas Seksi Lalu Lintas Jalan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan
manajemen lalu lintas jalan, persetujuan hasil analisis
dampak lalu lintas pada jalan provinsi, penyediaan
perlengkapan jalan di jalan provinsi, dan penerapan teknologi
informasi dan komunikasi lalu lintas jalan.

Tugas Seksi Angkutan dan Terminal

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan
terminal tipe B, rencana umum jaringan trayek antarkota
dalam provinsi, perizinan angkutan orang dalam trayek di
jalan antarkota dalam provinsi, tarif kelas ekonomi angkutan
crang dalam trayvek, fasilitasi perizinan angkutan orang dalam
trayek antarkota antarprovinsi, penetapan wilayah operasi
dan perizinan angkutan taksi dalam kawasan perkotaan yang
wilayah operasinya melampaui daerah kota/kabupaten dalam
1 (satu) Daerah provinsi, perizinan angkutan orang angkutan
antar jemput antarketa dalam provinsi, penyediaan angkutan
umum untuk jasa angkutan barang lintas daerah
kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, teknologi
informasi angkutan jalan, serta fasilitasi perizinan angkutan

orang tidak dalam trayek lainnya.

Tugas Seksi Pemaduan Moda dan Pengembangan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan
angkutan pemaduan mocda, rencana umum jaringan trayek,
perizinan dan tarif angkutan perkotaan yang melampaui batas
1 (satu) daerah kabupaten/kota dan pedesaan yang
melampaui 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah
provinsi, fasilitasi angkutan perintis dalam provinsi, fasilitasi
perizinan angkutan perkotaan dan pedesaan yang melampaui
batas 1 (satu) daerah provinsi, rencana induk jaringan lalu
lintas dan angkutan jalan provinsi, penetapan rencana induk
perkeretaapian provinsi, penetapan rencana induk dan

DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional, pengelolaan
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data dan informasi transportasi, pengelolaan sistem informasi
manajemen dan komunikasi transportasi, serta
pengembangan transportasi.

8) Tugas dan Fungsi Bidang Pelayaran
a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di

bidang pelayaran.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelayaran

menyelenggarakan fungsi:

(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
kepelabuhanan, badan usaha dan jasa terkait
angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat,
dan angkutan sungai, danau, dan
penyeberangan;

(2) penviapan bahan pelaksanaan kebijakan di
bidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa
terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran
rakyat, dan angkutan sungai, danau, dan
penyeberangan;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di
bidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa
terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran
rakyat, dan angkutan sungai, danau, dan
penyeberangan; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9) Tugas Seksi Kepelabuhanan
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
pembangunan, penerbitan izin pembangunan pelabuhan
pengumpan regional, perizinan pengembangan pelabuhan
untuk pelabuhan pengumpan regional, serta Pembangunan
dan perizinan pelabuhan sungai dan danau yang melayani
trayek lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah

provinsi, perizinan pekerjaan pengerukan di wilayah perairan
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pelabuhan pengumpan regional, serta perizinan reklamasi di
wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional, perizinan
usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan
regional, perizinan pengoperasian pelabuhan dan perizinan
pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan
pengumpan regional, serta perizinan pengelolaan terminal
untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKr/DLKp
pelabuhan pengumpan regional.

10) Tugas Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan
Pelayaran
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan
usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili
dalam wilayvah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar
dacrah kabupaten/kota dalam wilayah dacrah Provinsi, serta
perizinan usaha jasa terkait bongkar muat barang, Jasa
pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan,
penyvewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa
terkait dengan angkutan laut, tally mandiri dan depoc peti
kemas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam

wilayah Provinsi.

11) Tugas Seksi Angkutan Rakyat, dan Angkutan Sungai, Danau,
dan Penyeberangan
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan
usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang percrangan
atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada
lintas pelabuhan antar-Daerah kabupaten/kota dalam Daerah
provinsi, pelabuhan antar-Daerah provinsi, dan pelabuhan
internasicnal, penetapan  lintas  penyeberangan  dan
persetujuan pengoperasian kapal antar daerah
kabupaten/kota dalam daerah provinsi yang terletak pada
jaringan jalan provinsi dan/atau jaringan jalur penyeberangan
provinsi, penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan
pengoperasian untuk kapal yvang melayani penyeberangan

lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/ kota dalam daerah
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provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi dan/atau
jaringan jalur penyeberangan provinsi, serta tarif angkutan
penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan
beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar daerah

kabupaten/kota dalam daerah provinsi.
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Contoh Susunan Organisasi, Tugas, dan IFungsi Unit Kerja Dinas

Perhubungan Provinsi Tipe A pada Wilayah Geografis Daratan dengan

fokus sub urusan lalu lintas angkutan jalan dan pelayaran

a. Susunan Organisasi

KEFPALA
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PERENCANAAN ?{%]?J]?\%?}L:NN KEPEGAWAIAN
DAN EVALUASI DAN UMUM
BIDANG LALU BIDANG ANGKUTAN BIDANG BIDANG ANGKUTAN
LINTAS JALAN JALAN KEPELABUHANAN PELAYARAN
SEKSI ANGKUTAN SEKSI BADAN USAHA
SEKSI SEKSI
—{ MANAJEMEN LALU —] AL DAL — PEMBANGUNAN ] DA AR TERRAIT
LINTAS JALAN TERMINAL PELABUHAN PELAYTARAN
SEKSI ANGEUTAN SEKSI
— SEKSI REKAYASA ] ORANG TIDAK DALAM 1 PENGERUKAN DAN _— SEESI ANGEUTAN
LALU LINTAS TRAYEK DAN REKLAMASI PELAYARAN
JALAN ANGEUTAN BARANG PELABUHAN RAKYAT
SEKSI SEKSI PENG- SEKSI ANGKUTAN
| KESELAMATAN | SEKISIO%?\MDAAI;}J AN | OPERASIAN DAN | SUNGAI, DANAU,
LALU LINTAS DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN DAN
ANGEKUTAN JALAN PELABUHAN PENYEBERANGAN
b. Tugas dan Fungsi
1) Tugas dan Fungsi Sekretariat
a) Tugas
Melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan
administratif kepada seluruh unit organisasi di
lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi.
b) Fungsi
Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat

menyelenggarakan fungsi:
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(1) koordinasi penyusunan rencana, program,
anggararn, evaluasi, dan  pelaporan  Dinas
Perhubungan Provinsi;

(2) pemberian dukungan administrasi yang meliputi
kepegawaian, ketatausahaan, keuangan,
kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan
masyarakat, kearsipan, dan dckumentasi;

(3) penataan organisasi dan tata laksana,;

(4) koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-
undangan,;
(5) pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; dan

(6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan cleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2) Tugas Subbagian Perencanaan dan Evaluasi
Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana rencana,
program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas
Perhubungan Provinsi.
3) Tugas Subbagian Keuangan
Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan keuangan
dan pengelclaan barang milik/kekayaan daerah.
4) Tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum
Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusar
kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan,
kerja  sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan
dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana, serta
penyusunan peraturan perundang-undangan.
9) Tugas dan Fungsi Bidang Lalu Lintas Jalan
a) Tugas
Melaksanakan  penyiapan perumusan  kebijakan,
pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di
bidang lalu lintas jalan.
b) Fungsi
Dalam melaksanakan tugas, Bidang Lalu Lintas Jalan

menyelenggarakan fungsi:

(1) penyviapan bahan perumusan kebijakan di bidang

manajemen dan rekayasa lalu lintas, dan
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keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kehijakan di
bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, dan
keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di
bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas dan
angkutan jalan; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Scksi Manajemen Lalu Lintas Jalan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan
manajemen lalu lintas jalan, dan persetujuan hasil analisis
dampak lalu lintas pada jalan previnsi.

Tugas Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan
perlengkapan jalan di jalan provinsi, dan penerapan teknologi
informasi dan komunikasi lalu lintas jalan.

Tugas Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan
inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan provinsi, laik
fungsi jalan kesclamatan sarana dan prasarana, [asilitasi
manajemen dan penanganan keselamatan di jalan provinsi,
fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan
angkutan jalan, keselamatan pengusahaan angkutan umum
dan fasilitasi kelaikan kendaraan, serta penegakan hukum

oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Tugas dan Fungsi Bidang Angkutan Jalan

a) Tugas
Melaksanakan  penyiapan perumusan  kebijakan,
pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di
bidang angkutan jalan.

b) Fungsi
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Dalam melaksanakan tugas, Bidang Angkutan Jalan

menyelenggarakan fungsi:

(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
angkutan orang dan barang, serta pemaduan
moda dan pengembangan,

(2) penviapan bahan pelaksanaan kebijakan di
bidang angkutan orang dan barang, serta
pemaduan moda dan pengembangan,;

(3) penviapan bahan evaluasi dan pelaporan di
bidang angkutan orang dan barang, serta
pemaduan moda dan pengembangan; dan

(4) pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10) Tugas Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Terminal
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan
terminal tipe B, rencana umum jaringan travek antarkota
dalam provinsi, perizinan angkutan orang dalam trayek di
jalan antarkota dalam provinsi, tarif kelas ekonomi angkutan
crang dalam trayek, fasilitasi perizinan angkutan orang dalam
trayek antarkota antarprevinsi.

11) Tugas Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan
Angkutan Barang
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan
wilayah operasi dan perizinan angkutan taksi dalam kawasan
perkotaan yang wilayah operasinya melampaui daerah
kota/kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi, perizinan
angkutan orang angkutan antar jemput antarkota dalam
provinsi, penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan
barang lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah
provinsi, teknelogi informasi angkutan jalan, serta fasilitasi
perizinan angkutan orang tidak dalam trayek lainnya.

12) Tugas Seksi Pemaduan Moda dan Pengembangan
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan

angkutan pemaduan moda, rencana umum jaringan trayek,
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perizinan dan tarif angkutan perkotaan yang melampaui batas
1 (satu) daerah kabupaten/kota dan pedesaan yvang
melampaui 1 (satu) daecrah kabupaten dalam 1 (satu) daerah
provinsi, fasilitasi angkutan perintis dalam provinsi, fasilitasi
perizinan angkutan perkotaan dan pedesaan yvang melampaui
batas 1 (satu) daerah provinsi, rencana induk jaringan lalu
lintas dan angkutan jalan provinsi, penetapan rencana induk
perkeretaapian provinsi, penetapan rencana induk dan
DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional, pengelolaan
data dan informasi transportasi, pengelolaan sistem informasi
manajemen dan komunikasi transportasi, serta
pengembangan transportasi.
13) Tugas dan Fungsi Bidang Kepelabuhanan

a) Tugas

Melaksanakan  penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di

bidang kepelabuhanan.

h) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kepelabuhanan

menyelenggarakan fungsi:

(1) penyviapan bahan perumusan kebijakan di bidang
pembangunan, pengerukan, reklamasi,
pengoperasian, dan pengelolaan pelabuhan;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di
bidang pembangunan, pengerukan, reklamasi,
pengoperasian, dan pengelolaan pelabuhan;

(3) penyviapan bahan evaluasi dan pelaporan di
bidang pembangunan, pengerukan, reklamasi,
pengoperasian, dan pengelclaan pelabuhan; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

14) Tugas Seksi Pembangunan Pelabuhan
Melakukan penyviapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan  di  bidang
pembangunan, penerbitan izin pembangunan pelabuhan
pengumpan regional, perizinan pengembangan pelabuhan

untuk pelabuhan pengumpan regional, serta Pembangunan
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dan perizinan pelabuhan sungai dan danau yang melayvani
trayek lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 {satu) daerah
provinsi.

13) Tugas Seksi Pengerukan dan Reklamasi Pelabuhan
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan
pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan
pengumpan regicnal, serta perizinan reklamasi di wilayah
perairan pelabuhan pengumpan regional.

16) Tugas Secksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan
usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan
regional, perizinan pengoperasian pelabuhan dan perizinan
pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan
pengumpan regional, serta perizinan pengelolaan terminal
untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKr/DLKp
pelabuhan pengumpan regional.

17) Tugas dan Fungsi Bidang Angkutan Pelayaran
a) Tugas

Melaksanakan  penyiapan perumusan  kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di

bidang angkutan pelayaran.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Usaha Angkutan

Pelayaran menyelenggarakan fungsi:

(1) penyviapan bahan perumusan kebijakan di bidang
badan wusaha dan jasa terkait angkutan
pelayaran, angkutan pelayaran rakyat, dan
angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;

(2) penviapan bahan pelaksanaan kebijakan di
bidang badan usaha dan jasa terkait angkutan
pelayaran, angkutan pelayaran rakyat, dan
angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di
bidang badan usaha dan jasa terkait angkutan

pelayaran, angkutan pelayaran rakyat, dan
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angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

18) Tugas Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan
Pelayaran
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan
usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili
dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar
daerah kabupaten/kota dalam wilayah daerah Provinsi, serta
perizinan usaha jasa terkait bongkar muat barang, Jasa
pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan,
penyvewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa
terkait dengan angkutan laut, tally mandiri dan depc peti
kemas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam
wilayah Provinsi.

19) Tugas Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan
usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang percrangan
atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada
lintas pelabuhan antar-Daerah kabupaten/kota dalam Daerah
provinsi, pelabuhan antar-Daerah provinsi, dan pelabuhan
internasional.

20) Tugas Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan
lintas penyeberangan dan persetujuan pengeperasian kapal
antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi yang
terletak pada jaringan jalan provinsi dan/atau jaringan jalur
penyeberangan provinsi, penctapan lintas penyeberangan dan
persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani
penyeberangan lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/
kota dalam daerah provinsi yang terletak pada jaringan jalan
provinsi dan/atau jaringan jalur penyeberangan provinsi,

serta tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas
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ekoncemi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas
penyeberangan antar daerah kabupaten/kota dalam daerah

provinsi.
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Contoh Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Unit Kerja Dinas
Perhubungan Provinsi Tipe B pada Wilayah Geografis Daratan dengan
Fokus Sub Urusan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Pelayaran

a. Susunan Organisasi

KEPALA
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PERENCANAAN KEPEGAWAIAN
DAN KEUANGAN DAN UMUM
BIDANG LALU BIDANG ANGKUTAN BIDANG
LINTAS JALAN JALAN PELAYARAN

I

SEKSI SEKSI ANGKUTAN
ORANG DALAM SEKSI
M Lumm ,}T‘Eg‘?gﬁLU TRAYEK DAN KEPELABUHANAN
TERMINAL
SEKS] ANGRUTAN SEKSI BADAN USAHA
| SELIEUREH%}P;%SA || ORANG TIDAK DALAM || DAN JASA TERKRAIT
TRAYEK DAN ANGKUTAN
JALAN ANGRUTAN BARANG PELAY ARAN
SEKSI : SEKSI ANGKUTAN
s § KESELAMATAN IT1¥51  SEKSI PEMADUAN PELAVARAN RAKYAT
—| LALU LINTAS DAN ] MODA DAN — DAN ANGEUTAN
PENGEMBANGAN 3 SUNGAL, DANAT, DAN
ancruTAN JaLan | dan hriat PENTEBERANCAN

a) Tugas

Melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan

administratif kepada seluruh wunit organisasi di

lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat

menyelenggarakan fungsi:

(1) koordinasi penyusunan rencana, program,
anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas
Perhubungan Provinsi;

(2) pemberian dukungan administrasi yang meliputi
kepegawaian, ketatausahaan, keuangan,

kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan
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masyarakat, kearsipan, dan dockumentasi;

(3) penataan organisasi dan tata laksana,

(4)  koordinasi dan penyusunan peraturan
perundang-undangan,

(9) pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; dan

(6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan
Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana rencana,
program, anggaran, peclaksanaan urusan keuangan dan
pengelolaan barang milik/kekayaan daerah, evaluasi, dan
pelaporan Dinas Perhubungan Provinsi.

3) Tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum
Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusar
kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan,
kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan
dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana, serta
penyusunan peraturan perundang-undangan.

4) Tugas dan Fungsi Bidang Lalu Lintas Jalan
a) Tugas

Melaksanakan  penyiapan perumusan  kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di

bidang lalu lintas jalan.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Lalu Lintas Jalan

menyelenggarakan fungsi:

(1) penyviapan bahan perumusan kebijakan di bidang
manajemen dan rekayasa lalu lintas, dan
keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;

(2) penyviapan bahan pelaksanaan kebijakan di
bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, dan
keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di
bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas dan
angkutan jalan; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Tugas Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan
manajemen lalu lintas jalan, dan persetujuan hasil analisis
dampak lalu lintas pada jalan provinsi.

Tugas Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan
perlengkapan jalan di jalan provinsi, dan penerapan teknologi
informasi dan komunikasi lalu lintas jalan.

Tugas Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan
inspeksi keseclamatan lalu lintas jalan di jalan provinsi, laik
fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana, fasilitasi
manajemen dan penanganan keselamatan di jalan proevinsi,
fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan
angkutan jalan, keselamatan pengusahaan angkutan umum
dan fasilitasi kelaikan kendaraan, serta penegakan hukum
oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Tugas dan Fungsi Bidang Angkutan Jalan

a) Tugas

Melaksanakan  penyiapan perumusan  kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di

bidang angkutan jalan.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Angkutan Jalan

menyelenggarakan fungsi:

(1) penyviapan bahan perumusan kebijakan di bidang
angkutan orang dan barang, serta pemaduan
moda dan pengembangan;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kehijakan di
bidang angkutan orang dan barang, serta
pemaduan moda dan pengembangan,;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di
bidang angkutan orang dan barang, serta

pemaduan moda dan pengembangan; dan
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(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinyva.
9) Tugas Seksi Angkutan Orang [Dalam Trayek dan Terminal
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan
terminal tipe B, rencana umum jaringan trayvek antarkota
dalam provinsi, perizinan angkutan orang dalam trayek di
jalan antarkota dalam provinsi, tarif kelas ekonomi angkutan
crang dalam trayek, fasilitasi perizinan angkutan orang dalam
trayek antarkota antarprevinsi.
10) Tugas Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan
Angkutan Barang
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan
wilayah operasi dan perizinan angkutan taksi dalam kawasan
perkotaan yang wilayah operasinya melampaui daerah
kota/kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi, perizinan
angkutan orang angkutan antar jemput antarkota dalam
provinsi, penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan
barang lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah
provinsi, teknelogi informasi angkutan jalan, serta fasilitasi
perizinan angkutan orang tidak dalam trayek lainnya.
11) Tugas Seksi Pemaduan Moda dan Pengembangan
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan
angkutan pemaduan moda, rencana umum jaringan trayek,
perizinan dan tarif angkutan perkotaan yang melampaui batas
1 (satu) daerah kabupaten/kota dan pedesaan yang
melampaui 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah
provinsi, fasilitasi angkutan perintis dalam provinsi, fasilitasi
perizinan angkutan perkotaan dan pedesaan yang melampaui
batas 1 (satu) daerah provinsi, rencana induk jaringan lalu
lintas dan angkutan jalan provinsi, penetapan rencana induk
perkeretaapian provinsi, penetapan rencana induk dan
DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional, pengelolaan
data dan informasi transportasi, pengelolaan sistem informasi

manajemen dan komunikasi transportasi, serta
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pengembangan transportasi.
12) Tugas dan Fungsi Bidang Pelayaran
a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di

bidang pelayaran.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelayaran

menyelenggarakan fungsi:

(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
kepelabuhanan, badan usaha dan jasa terkait
angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat,
dan angkutan sungai, danau, dan
penyeberangan;

(2) penyviapan bahan pelaksanaan Kkebijakan di
bidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa
terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran
rakyat, dan angkutan sungai, danau, dan
penyeberangan;

(3) penyviapan bahan evaluasi dan pelaporan di
bidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa
terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran
rakyat, dan angkutan sungai, danau, dan
penyeberangan; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13) Tugas Seksi Kepelabuhanan
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
pembangunan, penerbitan izin pembangunan pelabuhan
pengumpan regional, perizinan pengembangan pelabuhan
untuk pelabuhan pengumpan regional, serta Pembangunan
dan perizinan pelabuhan sungai dan danau yang melayvani
trayek lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 {satu) daerah
provinsi, perizinan pekerjaan pengerukan di wilayah perairan
pelabuhan pengumpan regional, serta perizinan reklamasi di

wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional, perizinan
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usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan
regional, perizinan pengoperasian pelabuhan dan perizinan
pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan
pengumpan regional, serta perizinan pengelolaan terminal
untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKr/DLKp
pelabuhan pengumpan regional.

14) Tugas Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan
Pelayaran
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan
usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili
dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar
daerah kabupaten/kota dalam wilayah daerah Provinsi, serta
perizinan usaha jasa terkait bongkar muat barang, Jasa
pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan,
penyvewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa
terkait dengan angkutan laut, tally mandiri dan depoc peti
kemas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam

wilayah Provinsi.

15) Tugas Seksi Angkutan Rakyat, dan Angkutan Sungai, Danau,
dan Penyeberangan
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan
usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan
atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada
lintas pelabuhan antar-Daerah kabupaten/kota dalam Daerah
provinsi, pelabuhan antar-Daerah provinsi, dan pelabuhan
internasicnal, penetapan  lintas  penyeberangan  dan
persetujuan pengoperasian kapal antar daerah
kabupaten/kota dalam daerah provinsi yang terletak pada
jaringan jalan provinsi dan/atau jaringan jalur penyeberangan
provinsi, penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan
pengoperasian untuk kapal yvang melayani penyeberangan
lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/ kota dalam daerah
provinsi vang terletak pada jaringan jalan provinsi danj/atau

jaringan jalur penyeberangan provinsi, serta tarif angkutan
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penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan
beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar dacrah

kabupaten/kota dalam daerah provinsi.
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6. Contoh Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Unit Kerja Dinas
Perhubungan Provinsi Tipe C pada Wilayah Geografis Daratan dengan
fokus sub urusan lalu lintas angkutan jalan dan pelayaran

a. Susunan Organisasi

KEPALA
SEKRETARIAT

SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PERENCANAAN KEPEGAWAIAN
DAN KEUANGAN DAN UMUM

BIDANG LALU BIDANG
LINTAS DAN PELAYARAN
ANGKUTAN JALAN

| |

SEKSI LALU SEKSI
LINTAS JALAN KEPELABUHANAN
SEKSI BADAN USAHA
|| SEKSI ANGKUTAN |1 DAN JASA TERKAIT
DAN TERMINAL ANGEUTAN
PELAYARAN
H LYgoor—engsi

sexsrpemapuan | dan Fungsi SekretariEE RS ANGEUTA
— MODA DAN

DAN ANGEUTAN
rGREAYGAY | Tugas PSS o

Melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan
administratif kepada seluruh wunit organisasi di
lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat

menyelenggarakan fungsi:

(1) koordinasi penyusunan rencana, program,
anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas
Perhubungan Provinsi;

(2) pemberian dukungan administrasi yang meliputi
kepegawaian, ketatausahaan, keuangan,

kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan
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masyarakat, kearsipan, dan dockumentasi;

(3) penataan organisasi dan tata laksana,

(4)  koordinasi dan penyusunan peraturan
perundang-undangan,

(9) pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; dan

(6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana rencana,
program, anggaran, peclaksanaan urusan keuangan dan
pengelolaan barang milik/kekayaan daerah, evaluasi, dan
pelaporan Dinas Perhubungan Provinsi.

Tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum

Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusar
kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan,
kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan
dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana, serta
penyusunan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan Fungsi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

a) Tugas

Melaksanakan  penyiapan perumusan  kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di

bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi:

(1) penyviapan bahan perumusan kebijakan di bidang
lalu lintas jalan, angkutan jalan, terminal,
pemaduan moda, dan pengembangan;

(2) penyviapan bahan pelaksanaan kebijakan di
bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, terminal,
pemaduan moda, dan pengenmbangan;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di
bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, terminal,
pemaduan moda, dan pengembangan; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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d) Tugas Seksi Lalu Lintas Jalan
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan
manajemen lalu lintas jalan, persetujuan hasil analisis
dampak lalu lintas pada jalan provinsi, penyediaan
perlengkapan jalan di jalan provinsi, dan penerapan teknologi
informasi dan komunikasi lalu lintas jalan.

6) Tugas Seksi Angkutan dan Terminal
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan
terminal tipe B, rencana umum jaringan trayek antarkota
dalam provinsi, perizinan angkutan orang dalam trayek di
jalan antarkota dalam provinsi, tarif kelas ekonomi angkutan
crang dalam trayvek, fasilitasi perizinan angkutan orang dalam
trayek antarkota antarprovinsi, penetapan wilayah operasi
dan perizinan angkutan taksi dalam kawasan perkotaan yang
wilayah operasinya melampaui daerah kota/kabupaten dalam
1 (satu) Daerah provinsi, perizinan angkutan orang angkutan
antar jemput antarketa dalam provinsi, penyediaan angkutan
umum untuk jasa angkutan barang lintas daerah
kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, teknologi
informasi angkutan jalan, serta fasilitasi perizinan angkutan
orang tidak dalam trayek lainnya.

7) Tugas Scksi Pemaduan Moda dan Pengembangan
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan
angkutan pemaduan moeda, rencana umum jaringan trayek,
perizinan dan tarif angkutan perkotaan yang melampaui batas
1 (satu) daerah kabupaten/kota dan pedesaan yang
melampaui 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah
provinsi, fasilitasi angkutan perintis dalam provinsi, fasilitasi
perizinan angkutan perkotaan dan pedesaan yang melampaui
batas 1 (satu) dacrah provinsi, rencana induk jaringan lalu
lintas dan angkutan jalan provinsi, penctapan rencana induk
perkeretaapian provinsi, penetapan rencana induk dan
DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional, pengelolaan

data dan informasi transportasi, pengelolaan sistem informasi
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manajemen dan komunikasi transportasi, serta
pengembangan transportasi.

Tugas dan Fungsi Bidang Pelayaran

a) Tugas

Melaksanakan  penyiapan perumusan  kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di

bidang pelayaran.

h) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelayaran

menyelenggarakan fungsi:

(1) penyviapan bahan perumusan kebijakan di bidang
kepelabuhanan, badan usaha dan jasa terkait
angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat,
dan angkutan sungai, danau, dan
penyveberangan,

(2) penviapan bahan pelaksanaan kebijakan di
bidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa
terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran
rakyat, dan angkutan sungai, danau, dan
penyeberangan;

(3) penviapan bahan evaluasi dan pelaporan di
bidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa
terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran
rakyat, dan angkutan sungai, danau, dan
penveberangan; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Seksi Kepelabuhanan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan  di bidang
pembangunan, penerbitan izin pembangunan pelabuhan
pengumpan regional, perizinan pengembangan pelabuhan
untuk pelabuhan pengumpan regional, serta Pembangunan
dan perizinan pelabuhan sungai dan danau yang melayani
trayek lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) dacrah
provinsi, perizinan pekerjaan pengerukan di wilayah perairan

pelabuhan pengumpan regional, serta perizinan reklamasi di
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wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional, perizinan
usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan
regional, perizinan pengoperasian pelabuhan dan perizinan
pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan
pengumpan regional, serta perizinan pengelolaan terminal
untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKr/DLKp
pelabuhan pengumpan regional.

10) Tugas Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan
Pelayaran
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan
usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili
dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar
daecrah kabupaten/kota dalam wilayah daecrah Provinsi, serta
perizinan usaha jasa terkait bongkar muat barang, Jasa
pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan,
penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa
terkait dengan angkutan laut, tally mandiri dan depo peti
kemas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam

wilayah Provinsi.

11) Tugas Scksi Angkutan Rakyat, dan Angkutan Sungai, Danau,
dan Penyeberangan
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan
usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang percrangan
atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada
lintas pelabuhan antar-Daerah kabupaten/kota dalam Daerah
provinsi, pelabuhan antar-Daerah provinsi, dan pelabuhan
internasicnal, penetapan  lintas  penyeberangan — dan
persetujuan pengoperasian kapal antar daerah
kabupaten/kota dalam daerah provinsi yang terletak pada
jaringan jalan provinsi dan/atau jaringan jalur penyeberangan
provinsi, penectapan lintas penyeberangan dan persetujuan
pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan
lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/ kota dalam daerah

provinsi yvang terletak pada jaringan jalan provinsi danj/atau
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jaringan jalur penyeberangan provinsi, serta tarif angkutan
penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan
beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar daerah

kabupaten/kota dalam daerah provinsi.

Contoh Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Unit Kerja Dinas

Perhubungan Provinsi Tipe A pada Wilayah Geografis Daratan dengan

fokus sub wurusan lalu lintas angkutan jalan, pelayaran, dan
perkeretaapian
a. Susunan Organisasi
KEPALA
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PERENCANAAN ?{%}?}?\%ELQNN KEPEGAWAIAN
DAN EVALUASI DAN UMUM
BIDANG LALU BIDANG ANGKUTAN BIDANG BIDANG
PERKERETAAPIAN DAN
LINTAS JALAN JALAN PELAYARAN PENGEMBANGAN
SEKSI SEKSI ANGKUTAN
SEKSI SEKSI
MANAJEMEN LALU ORANG DALAM
LINTAS JALAN TRAYEK KEPELABUHANAN PERKERETAAFPIAN
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b. Tugas dan Fungsi
1) Tugas dan Fungsi Sckretariat
a) Tugas

Melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan

administratif kepada seluruh unit organisasi di

lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat

menyelenggarakan fungsi:

(1) koordinasi penyusunan rencana, program,
anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas
Perhubungan Provinsi;

(2) pemberian dukungan administrasi yang meliputi
kepegawaian, ketatausahaan, keuangan,
kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan
masyarakat, kearsipan, dan deckumentasi;

(3) penataan organisasi dan tata laksana;

(4)  koordinasi dan penyusunan peraturan
perundang-undangan,;

(9)  pengelelaan barang milik/kekayaan daerah; dan

(6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Tugas Subbagian Perencanaan dan Evaluasi
Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana rencana,
program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas
Perhubungan Provinsi.

3) Tugas Subbagian Keuangan
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Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan keuangan
dan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah.

Tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum

Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusar
kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan,
kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan
dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana, serta
penyusunan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan Fungsi Bidang Lalu Lintas Jalan

a) Tugas

Melaksanakan  penyiapan perumusan  kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di

bidang lalu lintas jalan.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Lalu Lintas Jalan

menyelenggarakan fungsi:

(1) penyviapan bahan perumusan kebijakan di bidang
manajemen dan rekayasa lalu lintas, dan
keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;

(2) penyviapan bahan pelaksanaan kebijakan di
bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, dan
keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di
bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas dan
angkutan jalan; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan
manajemen lalu lintas jalan, dan persetujuan hasil analisis
dampak lalu lintas pada jalan previnsi.

Tugas Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan
perlengkapan jalan di jalan provinsi, dan penerapan teknologi

informasi dan komunikasi lalu lintas jalan.
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8) Tugas Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan
inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan provinsi, laik
fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana, fasilitasi
manajemen dan penanganan keselamatan di jalan proevinsi,
fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan
angkutan jalan, keselamatan pengusahaan angkutan umum
dan fasilitasi kelaikan kendaraan, serta penegakan hukum
oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

9) Tugas dan Fungsi Bidang Angkutan Jalan
a) Tugas

Melaksanakan  penyiapan perumusan  kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di

bidang angkutan jalan.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Angkutan Jalan

menyelenggarakan fungsi:

(1) penyviapan bahan perumusan kebijakan di bidang
angkutan orang dan barang, dan terminal;

(2) penviapan bahan pelaksanaan kebijakan di
bidang angkutan orang dan barang, dan
terminal,

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di
bidang angkutan orang dan barang, dan
terminal; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10) Tugas Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaperan di bidang rencana
umum jaringan trayek antarkota dalam provinsi, perizinan
angkutan orang dalam trayek di jalan antarkota dalam
provinsi, tarif kelas ekonomi angkutan orang dalam trayek,
fasilitasi perizinan angkutan orang dalam trayek antarkota
antarprovinsi.

11) Tugas Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan
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Angkutan Barang
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan
wilayah operasi dan perizinan angkutan taksi dalam kawasan
perkotaan yang wilayah operasinya melampaui daerah
kota/kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi, perizinan
angkutan orang angkutan antar jemput antarkota dalam
provinsi, penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan
barang lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah
provinsi, teknelogi informasi angkutan jalan, serta fasilitasi
perizinan angkutan orang tidak dalam trayek lainnya.

12) Tugas Secksi Terminal
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan terminal
tipe B.

13) Tugas dan Fungsi Bidang Pelayaran
a) Tugas

Melaksanakan  penyiapan perumusan  kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di

bidang pelayaran.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelayaran

menyelenggarakan fungsi:

(1) penyviapan bahan perumusan kebijakan di bidang
kepelabuhanan, badan usaha dan jasa terkait
angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat,
dan angkutan sungai, danau, dan
penyeberangan;

(2) penviapan bahan pelaksanaan kebijakan di
bidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa
terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran
rakyat, dan angkutan sungai, danau, dan
penyveberangan,

(3) penviapan bahan evaluasi dan pelaporan di

bidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa
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terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran
rakyat, dan angkutan sungai, danau, dan
penveberangan; dan
(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
14) Tugas Seksi Kepelabuhanan
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
pembangunan, penerbitan izin pembangunan pelabuhan
pengumpan regional, perizinan pengembangan pelabuhan
untuk pelabuhan pengumpan regional, serta Pembangunan
dan perizinan pelabuhan sungai dan danau yang melayani
trayek lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah
provinsi, perizinan pekerjaan pengerukan di wilayah perairan
pelabuhan pengumpan regional, serta perizinan reklamasi di
wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional, perizinan
usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan
regional, perizinan pengoperasian pelabuhan dan perizinan
pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan
pengumpan regional, serta perizinan pengelolaan terminal
untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKr/DLKp
pelabuhan pengumpan regional.
13) Tugas Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan
Pelayaran
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan
usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili
dalam wilayvah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar
daerah kabupaten/kota dalam wilayah daerah Provinsi, serta
perizinan usaha jasa terkait bongkar muat barang, Jasa
pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan,
penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa
terkait dengan angkutan laut, tally mandiri dan depe peti
kemas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam
wilayah Provinsi.
10) Tugas Seksi Angkutan Rakyat, dan Angkutan Sungai, Danau,

dan Penyeberangan
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Melakukan penyviapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan
usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan
atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada
lintas pelabuhan antar-Daerah kabupaten/kota dalam [Daerah
provinsi, pelabuhan antar-Daerah provinsi, dan pelabuhan
internasicnal, penetapan  lintas  penyeberangan  dan
persetujuan pengoperasian kapal antar daerah
kabupaten/kota dalam daerah provinsi yang terletak pada
jaringan jalan provinsi dan/atau jaringan jalur penyeberangan
provinsi, penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan
pengoperasian untuk kapal yvang melayani penyeberangan
lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/ kota dalam daerah
provinsi vang terletak pada jaringan jalan provinsi danj/atau
jaringan jalur penyeberangan provinsi, serta tarif angkutan
penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan
beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar daerah
kabupaten/kota dalam daerah provinsi.
17) Tugas Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan

a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di

bidang perkeretaapian dan pengembangan transportasi.

b) Fungsi

(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
perkeretaapian, lingkungan perhubungan,
pemaduan moda, dan teknologi perhubungan;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
perkeretaapian, lingkungan perhubungan,
pemaduan moda, dan teknologi perhubungan;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang
perkerctaapian, lingkungan perhubungan,
pemaduan moda, dan teknologi perhubungan; dan

4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan cleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

18) Tugas Seksi Perkeretaapian

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
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kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penerbitan
izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana
perkereta apian umum yvang jaringan jalurnya melintasi batas
daerah kabupaten/kota, penetapan jaringan jalur kereta api
vang Jjaringannya melebihi wilayah 1 (satu) daerah
kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, penetapan
kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api
provinsi, penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum
yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah
kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi, dan
penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan
jalur perkeretaapian provinsi.

penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretapian
khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus
yang jaringannya melebihi 1 {satu) Daerah kabupaten/ kota
dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

19) Tugas Seksi Lingkungan Perhubungan
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan
rencana  induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan
provinsi, penetapan rencana induk perkeretaapian provinsi,
penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan
pengumpan regional,

20) Tugas Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan
angkutan pemaduan moeda, rencana umum jaringan trayek,
perizinan dan tarif angkutan perkotaan yang melampaui batas
1 (satu) daerah kabupaten/kota dan pedesaan yang
melampaui 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah
provinsi, fasilitasi angkutan perintis dalam provinsi, fasilitasi
perizinan angkutan perkotaan dan pedesaan yang melampaui
batas 1 (satu) daerah provinsi, pengelolaan data dan informasi
transportasi, pengelolaan sistem informasi manajemen dan

komunikasi transportasi, serta pengembangan transportasi.

www.peraturan.go.id



63 2016, No.1660

Contoh Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Unit Kerja Dinas
Perhubungan Provinsi Tipe B pada Wilayah Geografis Daratan dengan
fokus sub urusan lalu lintas angkutan jalan, pelayaran, dan
perkeretaapian

a. Susunan Organisasi

KEPALA
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PERENCANAAN KEPEGAWAIAN
DAN KEUANGAN DAN UMUM
BIDANG LALU BIDANG
LINTAS DAN PEBLIE\?ERiN PENGEMBANGAN DAN
ANGKUTAN JALAN PERKERETAAPIAN
SEKSI LALU SEKSI SEKSI
LINTAS JALAN KEPELABUHANAN PERKERETAAPIAN
SEAN JaGh TERIGT SEKSI
— SEKSI ANGKUTAN — Prefavidiae — LINGKUNGAN
CRLAT ARAN PERHUBUNGAN
SEKSI ANGEUTAN SEKS] PEMADUAN
PELAY ARAN RAKYAT MODA DAN
L SEKSI TERMINAL — DAN AN GEUTAN — TERNQLOGI
SUNGAI, DANAU, DAN PERMUBUNGAN
PRNTYRRERANCAN

b. Tugas dan Fungsi
1) Tugas dan Fungsi Sekretariat
a) Tugas
Melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan
administratif kepada seluruh unit organisasi di

lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi.

b) Fungsi
Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat
menyelenggarakan fungsi:
(1) koordinasi penyusunan rencana, program,
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anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas
Perhubungan Provinsi;

(2) pemberian dukungan administrasi yang meliputi
kepegawaian, ketatausahaan, keuangan,
kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan
masyarakat, kearsipan, dan deckumentasi;

(3) penataan organisasi dan tata laksana;

(4)  koordinasi dan penyusunan peraturan
perundang-undangan,;

(9)  pengelelaan barang milik/kekayaan daerah; dan

(6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinyva.

2) Tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan
Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana rencana,
program, anggaran, pelaksanaan urusan keuangan dan
pengelolaan barang milik/kekayaan daerah, evaluasi, dan
pelaporan Dinas Perhubungan Provinsi.

3) Tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum
Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusar
kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan,
kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan
dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana, serta
penyusunan peraturan perundang-undangan.

4) Tugas dan Fungsi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di

bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi:

(1)  penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
lalu lintas jalan, angkutan jalan, dan terminal;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kehijakan di
bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, dan
terminal;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di
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bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, dan
terminal; dan
(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Tugas Seksi Lalu Lintas Jalan
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan
manajemen lalu lintas jalan, persetujuan hasil analisis
dampak lalu lintas pada jalan provinsi, penyediaan
perlengkapan jalan di jalan provinsi, dan penerapan teknologi
informasi dan komunikasi lalu lintas jalan.
Tugas Scksi Angkutan dan Terminal
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang rencana
umum jaringan trayek antarkota dalam provinsi, perizinan
angkutan orang dalam trayek di jalan antarkota dalam
provinsi, tarif kelas ekonomi angkutan orang dalam trayek,
fasilitasi perizinan angkutan orang dalam trayek antarkota
antarprovinsi, penetapan wilayah operasi dan perizinan
angkutan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah
coperasinya melampaui daerah kota/kabupaten dalam 1 (satu)
Daerah provinsi, perizinan angkutan orang angkutan antar
jemput antarkota dalam provinsi, penyediaan angkutan
umum untuk jasa angkutan barang lintas daerah
kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, teknologi
informasi angkutan jalan, serta fasilitasi perizinan angkutan
crang tidak dalam trayek lainnya.
Tugas Seksi Terminal
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan
terminal tipe B.
Tugas dan Fungsi Bidang Pelayaran
a) Tugas
Melaksanakan  penyiapan perumusan  kebijakan,
pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di
bidang pelayaran.

b) Fungsi
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Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelayaran

menyelenggarakan fungsi:

(1) penyiapan bahan perumusan Kkebijakan di
bidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa
terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran
rakyat, dan angkutan sungai, danau, dan
penyeberangan;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di
bidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa
terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran
rakyat, dan angkutan sungai, danau, dan
penyeberangan,;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di
bidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa
terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran
rakyat, dan angkutan sungai, danau, dan
penyeberangan; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

9) Tugas Seksi Kepelabuhanan
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di  bidang
pembangunan, penerbitan izin pembangunan pelabuhan
pengumpan regional, perizinan pengembangan pelabuhan
untuk pelabuhan pengumpan regional, serta Pembangunan
dan perizinan pelabuhan sungai dan danau yang melayani
trayek lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah
provinsi, perizinan pekerjaan pengerukan di wilayah perairan
pelabuhan pengumpan regional, serta perizinan reklamasi di
wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional, perizinan
usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan
regional, perizinan pengoperasian pelabuhan dan perizinan
pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan
pengumpan regional, serta perizinan pengelolaan terminal
untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKr/DLKp

pelabuhan pengumpan regional.
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10) Tugas Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan
Pelayaran
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan
usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili
dalam wilayvah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar
daerah kabupaten/kota dalam wilayah daerah Provinsi, serta
perizinan usaha jasa terkait bongkar muat barang, Jasa
pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan,
penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa
terkait dengan angkutan laut, tally mandiri dan depoc peti
kemas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam
wilayah Provinsi.

11) Tugas Seksi Angkutan Rakyat, dan Angkutan Sungai, Danau,
dan Penyeberangan
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan
usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang percrangan
atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada
lintas pelabuhan antar-Daerah kabupaten/kota dalam Daerah
provinsi, pelabuhan antar-Daerah provinsi, dan pelabuhan
internasional, penetapan  lintas  penyeberangan — dan
persetujuan pengoperasian kapal antar daerah
kabupaten/kota dalam daerah provinsi yang terletak pada
jaringan jalan provinsi dan/atau jaringan jalur penyeberangan
provinsi, penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan
pengeperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan
lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/ kota dalam daerah
provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi danj/atau
jaringan jalur penyeberangan provinsi, serta tarif angkutan
penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan
beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar dacrah
kabupaten/kota dalam daerah provinsi.

12) Tugas Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan
a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di
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bidang perkeretaapian dan pengembangan transportasi.
b) Fungsi

(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
perkeretaapian, lingkungan perhubungan,
pemaduan moda, dan teknologi perhubungan;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
perkeretaapian, lingkungan perhubungan,
pemaduan moda, dan teknologi perhubungan;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang
perkerctaapian, lingkungan perhubungan,
pemaduan moda, dan teknologi perhubungan; dan

4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan cleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13) Tugas Seksi Perkerctaapian
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penerbitan
izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana
perkereta apian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas
daerah kabupaten/kota, penetapan jaringan jalur kereta api
yvang jaringannya melebihi wilayah 1 (satu) daerah
kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, penetapan
kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api
provinsi, penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum
vang jaringan jalurmya melintasi batas Daerah
kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi, penetapan
jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur
perkeretaapian provinsi, dan penerbitan izin pengadaan atau
pembangunan perkeretapian khusus, izin operasi, dan
penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi
1 (satu) Daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) Daerah
provinsi.
14) Tugas Seksi Lingkungan Perhubungan

Melakukan penyviapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penectapan
rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan
provinsi, penetapan rencana induk perkeretaapian provinsi,

penctapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan
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pengumpan regicnal,

15) Tugas Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan
angkutan pemaduan moda, rencana umum jaringan trayek,
perizinan dan tarif angkutan perkotaan yvang melampaui batas
1 (satu) daerah kabupaten/kota dan pedesaan yang
melampaui 1 (satu) dacrah kabupaten dalam 1 (satu) daecrah
provinsi, fasilitasi angkutan perintis dalam provinsi, fasilitasi
perizinan angkutan perkotaan dan pedesaan vang melampaui
batas 1 (satu) dacrah provinsi, pengelolaan data dan informasi
transportasi, pengelclaan sistem informasi manajemen dan

komunikasi transportasi, serta pengembangan transportasi.

Contoh Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Unit Kerja Dinas
Perhubungan Provinsi Tipe C pada Wilayah Geografis Daratan dengan
fokus sub wurusan lalu lintas angkutan jalan, pelayaran, dan
perkeretaapian

4.  Susunan Organisasi

KEPALA
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PERENCANAAN KEPEGAWAIAN
DAN KEUANGAN DAN UMUM
BIDANG LALU BIDANG
LINTAS DAN PELAYARAN DAN
ANGKUTAN JALAN PERKERETAAPIAN
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b. Tugas dan Fungsi
1) Tugas dan Fungsi Sekretariat
a) Tugas

Melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan

administratif kepada seluruh wunit organisasi di

lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat

menyelenggarakan fungsi:

(1) koordinasi penyusunan rencana, program,
anggaran, ecvaluasi, dan pelaporan Dinas
Perhubungan Provinsi;

(2) pemberian dukungan administrasi yang meliputi
kepegawaian, ketatausahaan, keuangan,
kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan
masyarakat, kearsipan, dan deckumentasi;

(3) penataan organisasi dan tata laksana;

(4) koordinasi dan penyusunan peraturan
perundang-undangarn,;

(9) pengelolaan barang milik/kekayaan dacrah; dan

(6) pelaksanaan tugas lain yvang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana rencana,
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program, anggaran, pelaksanaan urusan keuangan dan
pengelolaan barang milik/kekayaan daerah, evaluasi, dan
pelaporan Dinas Perhubungan Provinsi.

Tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum

Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan
kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan,
kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan
dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana, serta
penyusunan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan Fungsi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

a) Tugas

Melaksanakan  penyiapan perumusan  kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di

bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

h) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi:

(1) penyviapan bahan perumusan kebijakan di bidang
lalu lintas jalan, angkutan jalan, dan terminal;

(2) penyviapan bahan pelaksanaan kebijakan di
bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, dan
terminal;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di
bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, dan
terminal; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Seksi Lalu Lintas Jalan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan
manajemen lalu lintas jalan, persetujuan hasil analisis
dampak lalu lintas pada jalan provinsi, penyediaan
perlengkapan jalan di jalan provinsi, dan penerapan teknologi
informasi dan komunikasi lalu lintas jalan.

Tugas Seksi Angkutan dan Terminal

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang rencana
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umum jaringan trayek antarkota dalam provinsi, perizinan
angkutan orang dalam trayek di jalan antarkota dalam
provinsi, tarif kelas ekonomi angkutan orang dalam trayek,
fasilitasi perizinan angkutan orang dalam trayek antarkota
antarprovinsi, penetapan wilayah operasi dan perizinan
angkutan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah
operasinya melampaui daerah kota/kabupaten dalam 1 (satu)
Daerah provinsi, perizinan angkutan orang angkutan antar
jemput antarkota dalam provinsi, penyediaan angkutan
umum untuk jasa angkutan barang lintas daerah
kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, teknologi
informasi angkutan jalan, serta fasilitasi perizinan angkutan
orang tidak dalam trayek lainnya.

7) Tugas Secksi Terminal
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan
terminal tipe B.

8) Tugas Bidang Pelayaran dan Perkeretaapian
a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di

bidang pelayaran, perkerctaapian, pemaduan moda, dan

pengembangan transportasi.
b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelayaran dan

Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
pelayaran, perkeretaapian, pemaduan moda, dan
pengembangan transportasi,

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
pelayaran, perkeretaapian, pemaduan moda, dan
pengembangan transportasi;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang
pelayaran, perkerctaapian, pemaduan moda, dan
pengembangan transportasi; dan

(4) pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh Kepala

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

www.peraturan.go.id



73 2016, No.1660

Tugas Seksi Pelayaran

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
pembangunan, penerbitan izin pembangunan pelabuhan
pengumpan regional, perizinan pengembangan pelabuhan
untuk pelabuhan pengumpan regional, serta Pembangunan
dan perizinan pelabuhan sungai dan danau yang melayani
trayek lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah
provinsi, perizinan pekerjaan pengerukan di wilayah perairan
pelabuhan pengumpan regional, serta perizinan reklamasi di
wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional, perizinan
usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan
regional, perizinan pengoperasian pelabuhan dan perizinan
pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan
pengumpan regional, perizinan pengelolaan terminal untuk
kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKr/DLKp pelabuhan
pengumpan regional, perizinan usaha angkutan laut bagi
badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi
pada lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam
wilayah daerah Provinsi, serta perizinan usaha jasa terkait
bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi,
angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan
laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally
mandiri dan depe peti kemas pelabuhan antar daerah
kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi, perizinan usaha
angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau
badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas
pelabuhan antar-Daerah kabupaten/kota dalam Daerah
provinsi, pelabuhan antar-Daerah provinsi, dan pelabuhan
internasicnal, penetapan  lintas  penyeberangan — dan
persetujuan pengoperasian kapal antar daerah
kabupaten/kota dalam daerah provinsi yang terletak pada
jaringan jalan provinsi dan/atau jaringan jalur penyeberangan
provinsi, penectapan lintas penyeberangan dan persetujuan
pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan
lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/ kota dalam daerah

provinsi yvang terletak pada jaringan jalan provinsi danj/atau
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jaringan jalur penyeberangan provinsi, serta tarif angkutan
penyeberangan penumpang kelas ckonomi dan kendaraan
beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar daerah
kabupaten/kota dalam daerah provinsi.
10) Tugas Seksi Perkeretaapian
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penerbitan
izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana
perkereta apian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas
daerah kabupaten/kota, penetapan jaringan jalur kereta api
yvang jaringannya melebihi wilayah 1 (satu) daerah
kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, penetapan
kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api
provinsi, penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum
yvang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah
kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi, penetapan
jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur
perkeretaapian provinsi, serta penerbitan izin pengadaan atau
pembangunan perkeretapian khusus, izin operasi, dan
penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi
1 (satu) Daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) Daerah
provinsi.
11) Tugas Seksi Pemaduan Moda dan Pengembangan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan
angkutan pemaduan moda, rencana umum jaringan trayek,
perizinan dan tarif angkutan perkotaan yang melampaui batas
1 (satu) daerah kabupaten/kota dan pedesaan yang
melampaui 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah
provinsi, fasilitasi angkutan perintis dalam provinsi, fasilitasi
perizinan angkutan perkotaan dan pedesaan yang melampaui
batas 1 (satu) daerah provinsi, rencana induk jaringan lalu
lintas dan angkutan jalan provinsi, penetapan rencana induk
perkeretaapian provinsi, penetapan rencana induk dan
DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional, pengelolaan
data dan informasi transportasi, pengelolaan sistem informasi

manajemen dan komunikasi transportasi, serta
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pengembangan transportasi.
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10. Contoh Susunan Organisasi, Tugas, dan Iungsi Unit Kerja Dinas

Perhubungan Kabupaten/Kota Tipe A pada Wilayah Geografis Kepulauan

dengan Fokus Sub Urusan Sesuai dengan Moda Transportasi yang

Dilayani pada Wilayah Masing-Masing

a. Susunan Organisasi

KEPALA
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PERENCANAAN i%%i%%L:NN KEPEGAWAIAN
DAN EVALUASI DAN UMUM
BIDANG
BIDANG LALU BIDANG ANGKUTAN BIDANG PENGEMBANGAN
LINTAS DAN SARANA PRASARANA DAN KESELAMATAN
SEKSI SEKSI PEMADUAN
SEKSI ANGKUTAN SEKS] PERENCANAAN MODA DAN
MANAJEMEN LALU DALAM TRAYEK PRASARANA TEKNOLOGI
LINTAS PERHUBUNGAN
SEKSI ANGKUTAN
SEKSI SEKSI
|| SEKSI REKAYASA || TIDAK DALAM TRAYEK L PEMPANGUNAN | LINOKINGAN
LALTU LINTAS DAN ANGKUTAN
BARANG PRASARANA PERHUBUNGAN
SERSI ANALISIS SEKSI PENGUJIAN SERSL SEKSI
_— DAMPAK LALU _— SARANA L PENGOPERASIAN _— KESTT AMATAN
LINTAS PRASARANA

b. Tugas dan Fungsi

1) Tugas dan Fungsi Sckretariat

a)

b)

Tugas

Melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan
administratif kepada seluruh wunit organisasi di
lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat

menyelenggarakan fungsi:
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(1) koordinasi penyusunan rencana, prograi,
anggaran, cvaluasi, dan pelaporan Dinas
Perhubungan Provinsi;

(2) pemberian dukungan administrasi yang meliputi
kepegawaian, ketatausahaan, keuangan,
kerumahtanggaan, Lkerja sama, hubungan
masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;

(3) penataan organisasi dan tata laksana;

(4) koordinasi dan penyusunan peraturan
perundang-undangan,;

(9) pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; dan

(6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Subbagian Perencanaan dan Evaluasi
Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana rencana,
program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas
Perhubungan Provinsi.
Tugas Subbagian Keuangan
Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan keuangan
dan pengelclaan barang milik/kekayaan daerah.
Tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum
Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusar
kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan,
kerja  sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan
dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana, serta
penyusunan peraturan perundang-undangan.
Tugas dan Fungsi Bidang Lalu Lintas
a) Tugas
Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,
pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di
bidang lalu lintas.
b) Fungsi
Dalam melaksanakan tugas, Bidang Lalu Lintas
menyelenggarakan fungsi:
(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas, dan

analisis dampak lalu lintas;
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(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas, dan
analisis dampak lalu lintas;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang
manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas, dan
analisis dampak lalu lintas; dan

(4) pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

0) Tugas Seksi Manajemen Lalu Lintas
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan
rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, penetapan
lintas penveberangan dan persetujuan pengoperasian kapal
dalam Daerah kabupaten/kota yang terletak pada jaringan
jalan kabupaten/kota dan/atau jaringan jalur kereta api
kabupaten/kota, penetapan lintas penyeberangan dan
persetujuan pengoperasian  untuk kapal yang melayani
penyeberangan dalam Daerah kabupaten/kota, penetapan
rencana induk perkeretaapian kabupaten/kota, penetapan
jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu)
Daerah kabupaten/kota, dan penetapan jaringan pelayanan
perkeretaapian pada  jaringan  jalur perkerctaapian
kabupaten/kota.

7) Tugas Scksi Rekayasa Lalu Lintas
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan
perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota dan pelaksanaan
rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota.

8) Tugas Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang persetujuan
hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten/kota.

9) Tugas dan Fungsi Bidang Angkutan dan Sarana
a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,
pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di

bidang angkutan dan sarana.
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b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Angkutan dan

Sarana menyelenggarakan fungsi:

(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
angkutan orang, angkutan barang, dan pengujian
sarana;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
angkutan orang, angkutan barang, dan pengujian
sarana;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang
angkutan orang, angkutan barang, dan pengujian
sarana; dan

(4) pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10) Tugas Seksi Angkutan Dalam Trayek
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan
angkutan umum untuk jasa angkutan orang dalam Daerah
kabupaten/kota, penetapan kawasan perkotaan untuk
pelayanan angkutan perkctaan dalam 1 (satu) Daerah
kabupaten/kota, penetapan rencana umum jaringan trayek
perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, penetapan
rencana umuim jaringan trayek pedesaan yvang
menghubungkan 1 (satu) Daerah kabupaten, penerbitan izin
penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan
perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, penetapan
tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani
trayek antarkota dalam Daerah kabupaten serta angkutan
perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam
Daerah kabupaten/kota, penerbitan izin usaha angkutan laut
bagi badan wusaha vyang berdomisili dalam Daerah
kabupaten/kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan di
Daerah kabupaten/Kota, penerbitan izin usaha angkutan laut
pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha
vang berdomisili dan yvang beroperasi pada lintas pelabuhan
dalam Daerah kabupaten/kota, penerbitan izin trayek

penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal
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yang melayani trayek dalamm Daerah kabupaten/kota yang
bersangkutan, Penetapan tarif angkutan penyeberangan
penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannyva
pada lintas penyeberangan dalam Daerah kabupaten/kota,
dan penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum
yvang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah
kabupaten/kota.
11) Tugas Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Angkutan
Barang
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan
angkutan umum untuk jasa angkutan barang dalam Daecrah
kabupaten/kota, penetapan wilayah operasi angkutan orang
dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang
wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota,
penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan
tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah
kabupaten/kota, penerbitan izin wusaha penyelenggaraan
angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang
perscorangan warga negara Indonesia atau badan usaha,
penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan
penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha, dan
penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretapian
khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus
yang jaringannya dalam Daecrah kabupaten/kota.
12) Tugas Seksi Pengujian Sarana
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian
berkala kendaraan bermotor, dan penerbitan izin usaha jasa
terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.
13) Tugas dan Fungsi Bidang Prasarana
a) Tugas
Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,
pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di
bidang prasarana.
b) Fungsi

Dalam  melaksanakan  tugas, Bidang  Prasarana
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menyelenggarakan fungsi:

(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian
prasarana;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian
prasarana;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang
perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian
prasarana; dan

(4) pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

14) Tugas Seksi Perencanaan Prasarana
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan
rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal,
penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan
sungai dan danau, dan penetapan kelas stasiun untuk
stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten/kota.

15) Tugas Secksi Pembangunan Prasarana
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penerbitan
izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir,
pembangunan, penerbitan izin dan pembangunan pelabuhan
pengumpan lokal, pembangunan dan penerbitan izin
pembangunan pelabuhan sungai dan danau, penerbitan izin
pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan
pengumpan lokal, penerbitan izin reklamasi di wilayah
perairan pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin
mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas
helikopter, dan penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan
izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan
jalurmya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.

16) Tugas Scksi Pengoperasian Prasarana
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal, pengoperasian

www.peraturan.go.id



2016, No.1660 _8o.

pelabuhan sungai dan danau, penerbitan izin usaha badan
usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal, penerbitan
izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan, penerbitan
izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk
pelabuhan pengumpan lokal, Penerbitan izin pengelolaan
Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam
DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal, dan Penerbitan izin
usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana
perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu)
Daerah kabupaten/kota.

17) Tugas dan Fungsi Bidang Pengembangan dan Keselamatan
a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di

bidang pengembangan dan keselamatan transportasi.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengembangan dan

Keselamatan menyelenggarakan fungsi:

(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
pemaduan meda, teknologi perhubungan,
lingkungan perhubungan, dan keselamatan;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
pemaduan meoda, teknologi perhubungan,
lingkungan perhubungan, dan kesclamatan;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang
pemaduan moeda, teknologi perhubungan,
lingkungan perhubungan, dan keselamatan; dan

(4) pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

18) Tugas Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemaduan
moda dan pengembangan teknologi perhubungan.

19) Tugas Secksi Lingkungan Perhubungan
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

pengembangan lingkungan perhubungan.
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20) Tugas Seksi Keselamatan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan
inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan provinsi, laik
fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana, fasilitasi
manajemen dan penanganan keselamatan di jalan proevinsi,

fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan
angkutan jalan, keselamatan pengusahaan angkutan umum
dan fasilitasi kelaikan kendaraan, serta penegakan hukum

oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
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b. Tugas dan Fungsi

1) Tugas dan Fungsi Sckretariat

a)

b)

Tugas

Melaksanakan pemberian pelayanan

administratif kepada

seluruh  unit

lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi.

Fungsi

Dalam

melaksanakan

menyelenggarakan fungsi:

tugas,

teknis

Contoh Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Unit Kerja padaDinas
Perhubungan Kabupaten/Kota Tipe B pada Wilayah Geografis Kepulauan
dengan Fokus Sub Urusan Sesuai dengan Moda Transportasi yang
Dilayani pada Wilayah Masing-Masing
a. Susunan Organisasi
KEPALA
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PERENCANAAN KEPEGAWAIAN
DAN KEUANGAN DAN UMUM
BIDANG LALU BIDANG
LINTAS DAN ngﬁgﬁv A PENGEMBANGAN
ANGKUTAN DAN KESELAMATAN
SEKSI PEMADUAN
| SEKSI LALU || SEKSIPERENCAIAL | MODA DAN
LINTAS TEENOLOGI
FRASARANA PERHUBUNGAN
SEKSI SEKSI
1 SEKSI ANGKUTAN 1 FPENGOPERASIAN 1 LINGKUNGAN
PRASARANA PERHUBUNGAN
SEKSI PENGUJIAN SEKSI PERAWATAN | SEKSI
SARANA FPRASARANA KESELAMATAN

dan

organisasi di

Sekretariat
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(7) koordinasi penyusunan rencana, program,
anggaran, ecvaluasi, dan pelaporan Dinas
Perhubungan Provinsi;

(8) pemberian dukungan administrasi yang meliputi
kepegawaian, ketatausahaan, keuangan,
kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan
masyarakat, kearsipan, dan deckumentasi;

(9) penataan organisasi dan tata laksana;

(10) koordinasi dan penyusunan peraturan
perundang-undangarn,;

(11) pengelelaan barang milik/kekayaan daerah; dan

(12) pelaksanaan tugas lain yvang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan
Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana rencana,
program, anggaran, pelaksanaan urusan keuangan dan
pengelolaan barang milik/kekayaan daerah, evaluasi, dan
pelaporan Dinas Perhubungan Provinsi.
Tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum
Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusar
kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan,
kerja  sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan
dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana, serta
penyusunan peraturan perundang-undangan.
Tugas Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
a) Tugas
Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,
pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di
bidang lalu lintas dan angkutan.
b) Fungsi
Dalam melaksanakan tugas, Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan menyelenggarakan fungsi:
(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
lalu lintas, angkutan, dan pengujian sarana;
(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
lalu lintas, angkutan, dan pengujian sarana;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang

www.peraturan.go.id

2016, No.1660



2016, No.1660 _86.

lalu lintas, angkutan, dan pengujian sarana; dan
4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan cleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
o) Tugas Seksi Lalu Lintas
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan
rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, penetapan
lintas penyeberangan dan persetujuan pengeperasian kapal
dalam Daerah kabupaten/kota yang terletak pada jaringan
jalan kabupaten/kota dan/atau jaringan jalur kereta api
kabupaten/kota, penetapan lintas penyeberangan dan
persetujuan  pengoperasian  untuk kapal yang melayvani
penyeberangan dalam Daerah kabupaten/kota, penetapan
rencana induk perkerctaapian kabupaten/kota, penetapan
jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu)
Daerah kabupaten/kota, dan penetapan jaringan pelayanan
perkeretaapian pada  jaringan  jalur perkeretaapian
kabupaten/kota, penyediaan perlengkapan jalan di jalan
Kabupaten/Kota dan pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk
jaringan jalan kabupaten/kota, dan persetujuan hasil analisis
dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten/kota.
0) Tugas Scksi Angkutan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan
angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang
dalam  Daerah  kabupaten/kota, penetapan kawasan
perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1
(satu) Daerah kabupaten/kota, penetapan rencana umum
jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah
kabupaten/kota, penetapan rencana umum jaringan trayek
pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah kabupaten,
penerbitan izin penyelenggaraan angkutan crang dalam trayek
perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah
kabupaten/kota, penetapan tarif kelas ckonomi untuk
angkutan crang yang melayani trayek antarkota dalam IDaerah
kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang

wilayah pelayanannya dalam Daerah kabupaten/Kkota,
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penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang
berdomisili dalam Daerah kabupaten/kota dan beroperasi
pada lintas pelabuhan di Daerah kabupaten/kota, penerbitan
izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang
perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang
beroperasi  pada  lintas pelabuhan  dalam Daerah
kabupaten/kota, penerbitan izin trayek penyelenggaraan
angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani
trayek dalam Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan,
Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas
ekonemi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas
penyeberangan dalam Daerah kabupaten/kota, penerhitan
izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan
jalurnya  melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah
kabupaten/kota, penetapan wilayah operasi angkutan orang
dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang
wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota,
penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan
tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah
kabupaten/kota, penerbitan izin usaha penyelenggaraan
angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang
perscorangan warga negara Indonesia atau badan usaha,
penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan
penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha, dan
penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretapian
khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus
yvang jaringannya dalam Daerah kabupaten/kota.
Tugas Seksi Pengujian Sarana
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian
berkala kendaraan bermotor, dan penerbitan izin usaha jasa
terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.
Tugas dan Fungsi Bidang Prasarana
a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di

bidang prasarana.
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b) Fungsi

Dalam  melaksanakan  tugas, Bidang Prasarana

menyelenggarakan fungsi:

(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian
prasarana;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian
prasarana;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang
perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian
prasarana; dan

(4) pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9) Tugas Secksi Perencanaan Prasarana
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan
rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal,
penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan
sungai dan danau, dan penetapan kelas stasiun untuk
stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten/kota.

10) Tugas Scksi Pembangunan Prasarana
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penerbitan
izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parKkir,
pembangunan, penerbitan izin dan pembangunan pelabuhan
pengumpan lokal, pembangunan dan penerbitan izin
pembangunan pelabuhan sungai dan danau, penerbitan izin
pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan
pengumpan lokal, penerbitan izin reklamasi di wilayah
perairan pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin
mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas
helikopter, dan penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan
izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan
jalurnya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.

11) Tugas Seksi Pengoperasian Prasarana

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
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kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di  bidang
pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal, pengoperasian
pelabuhan sungai dan danau, penerbitan izin usaha badan
usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal, penerbitan
izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan, penerbitan
izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk
pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin pengelolaan
Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam
DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal, dan penerbitan izin
usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana
perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu)
Daerah kabhupaten/kota.

12) Tugas dan Fungsi Bidang Pengembangan dan Keselamatan
a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di

bidang pengembangan dan keselamatan transportasi.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengembangan dan

Keselamatan menyelenggarakan fungsi:

(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
pemaduan moda, teknologi perhubungan,
lingkungan perhubungan, dan keselamatan;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
pemaduan moda, teknologi perhubungan,
lingkungan perhubungan, dan keselamatan;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang
pemaduan moeda, teknologi perhubungan,
lingkungan perhubungan, dan keselamatan; dan

(4) pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13) Tugas Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan
Melakukan penyviapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemaduan
moda dan pengembangan teknologi perhubungan.

14) Tugas Seksi Lingkungan Perhubungan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
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kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
pengembangan lingkungan perhubungan.
15) Tugas Seksi Keselamatan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan
inspeksi kesclamatan lalu lintas jalan di jalan provinsi, laik
fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana, fasilitasi
manajemen dan penanganan keselamatan di jalan provinsi,
fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan
angkutan jalan, keselamatan pengusahaan angkutan umum
dan fasilitasi kelaikan kendaraan, serta penegakan hukum

oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

12. Contoh Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Unit Kerja pada
Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota Tipe C pada Wilayah Geografis
Kepulauan dengan Fokus Sub Urusan Sesuai dengan Moda Transportasi
yang Dilayani pada Wilayah Masing-Masing

a. Susunan Organisasi

KEFALA
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PERENCANAAN KEPEGAWAIAN
DAN KEUANGAN DAN UMUM
BIDANG LALU BIDANG

LINTAS DAN PRASARANA DAN
ANGKUTAN KESELAMATAN

| |

SEKSI LALU
LINTAS SEKS] PRASARANA
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Tugas dan Fungsi

1)

Tugas dan Fungsi Sekretariat
a) Tugas

Melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan

administratif kepada seluruh wunit organisasi di

lingkungan DDinas Perhubungan Provinsi.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat

menyelenggarakan fungsi:

(1) koordinasi penyusunan rencana, program,
anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas
Perhubungan Provinsi;

(2) pemberian dukungan administrasi yang meliputi
kepegawaian, ketatausahaan, keuangan,
kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan
masyarakat, kearsipan, dan dockumentasi;

(3) penataan organisasi dan tata laksana;

(4)  koordinasi dan penyusunan peraturan
perundang-undangan,;

(9) pengelclaan barang milik/kekayaan daerah; dan

(6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana rencana,
program, anggaran, pelaksanaan urusan keuangan dan
pengelolaan barang milik/kekayaan daerah, evaluasi, dan
pelaporan Dinas Perhubungan Provinsi.

Tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum
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Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan
kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan,
kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan
dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana, serta
penyusunan peraturan perundang-undangan.
4) Tugas Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
a) Tugas
Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,
pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di
bidang lalu lintas dan angkutan.
b) Fungsi
Dalam melaksanakan tugas, Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan menyelenggarakan fungsi:
(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
lalu lintas, angkutan, dan pengujian sarana;
(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
lalu lintas, angkutan, dan pengujian sarana;
(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang
lalu lintas, angkutan, dan pengujian sarana; dan
(4) pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
9) Tugas Seksi Lalu Lintas
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penectapan
rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, penetapan
lintas penyveberangan dan persetujuan pengeperasian kapal
dalam Daerah kabupaten/kota yang terletak pada jaringan
jalan kabupaten/kota dan/atau jaringan jalur kereta api
kabupaten/kota, penetapan lintas penyeberangan dan
persetujuan  pengoperasian  untuk kapal yang melayani
penyeberangan dalam Daerah kabupaten/kota, penetapan
rencana induk perkeretaapian kabupaten/kota, penetapan
jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu)
Daerah kabupaten/kota, dan penetapan jaringan pelayanan
perkeretaapian pada  jaringan = jalur perkeretaapian
kabupaten/kota, penyediaan perlengkapan jalan di jalan

Kabupaten/Kota dan pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk
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jaringan jalan kabupaten/kota, dan persetujuan hasil analisis
dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten/kota.

Tugas Seksi Angkutan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan
angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang
dalam  Daerah  kabupaten/kota, penetapan kawasan
perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1
(satu) Daerah kabupaten/kota, penetapan rencana umuin
jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu] Daerah
kabupaten/kota, penetapan rencana umum jaringan trayek
pedesaan vang menghubungkan 1 (satu) Daerah kabupaten,
penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek
perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah
kabupaten/kota, penectapan tarif kelas eckonomi untuk
angkutan crang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah
kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang
wilayah pelayanannya dalam Daerah kabupaten/Kkota,
penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang
berdomisili dalam Daerah kabupaten/kota dan beroperasi
pada lintas pelabuhan di Daerah kabupaten/kota, penerbitan
izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang
perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang
beroperasi pada  lintas pelabuhan  dalam Daerah
kabupaten/kota, penerbitan izin trayek penyelenggaraan
angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani
trayek dalam Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan,
Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas
ekonemi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas
penyeberangan dalam Daerah kabupaten/kota, penerbitan
izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan
jalurnya  melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah
kabupaten/kota, penctapan wilayah operasi angkutan orang
dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan vang
wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota,
penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan

tertentu vang wilayah operasinya berada dalam Iaerah
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kabupaten/kota, penerbitan izin wusaha penyelenggaraan
angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang
perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha,
penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan
penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha, dan
penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretapian
khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus
yvang jaringannya dalam Daerah kabupaten/kota.

7) Tugas Seksi Pengujian Sarana
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian
berkala kendaraan bermotor, dan penerbitan izin usaha jasa
terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.

8) Tugas dan Fungsi Bidang Prasarana dan Keselamatan
a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di

bidang prasarana, keselamatan, dan pengembangan

transportasi.
b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Prasarana dan

Keselamatan menyelenggarakan fungsi:

(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
prasarana, keselamatan, dan pengembangan
transportasi;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
prasarana, keselamatan, dan pengembangan
transportasi;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang
prasarana, keselamatan, dan pengembangan
transportasi; dan

4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan cleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9) Tugas Seksi Prasarana
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan

terminal penumpang tipe C, penerbitan izin penyelenggaraan
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dan pembangunan fasilitas parkir, penetapan rencana induk
dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal, penetapan
rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan
danau, pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan
pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal, pembangunan
dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian
pelabuhan sungai dan danau, penerbitan izin usaha badan
usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal, penerbitan
izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuh, penerbitan izin
pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan
pengumpan lckal, penerbitan izin pekerjaan pengerukan di
wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin
reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal,
penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan
Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan
lokal, penerbitan izin mendirikan bangunan tempat
pendaratan dan lepas landas helikopter, penerbitan izin
usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana
perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu)
Daerah kabupaten/kota, dan penetapan kelas stasiun untuk
stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten/kota.
10) Tugas Seksi Keselamatan
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan
inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan provinsi, laik
fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana, fasilitasi
manajemen dan penanganan keselamatan di jalan provinsi,
fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan
angkutan jalan, keselamatan pengusahaan angkutan umum
dan fasilitasi kelaikan kendaraan, serta penegakan hukum
oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
11) Tugas Scksi Pengembangan

Melakukan penyviapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemaduan
moda, pengembangan teknologi perhubungan, dan

pengembangan lingkungan perhubungan.
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13. Contoh Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Unit Kerja padaDinas
Perhubungan Kabupaten/Kota Tipe A pada Wilayah Geografis Daratan
dengan Fokus Sub Urusan Sesuai dengan Moda Transportasi yang
Dilayani pada Wilayah Masing-Masing

a. Susunan Organisasi

KEPALA
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PERENCANAAN i%%i%%L:NN KEPEGAWAIAN
DAN EVALUASI DAN UMUM
BIDANG LALU BIDANG ANGKUTAN BIDANG PEN (?El]idpﬁlj& GAN
LINTAS DAN SARANA PRASARANA DAN KESELAMATAN
SEESI SEKEI PERENCANAAN SERSLPEMADUAN
MANAJEMEN LALU — ngf;ﬁv T%E%N DAN PEMBANGUNAN 1 Tl\fs?{?xé]?ggl
LINTAS JALAN PRAZARANA PERHUBUNGAN
SEKSI REKAYASA SERSTANGKUTAN SEKSI SEKSI
|| TIDAK DALAM TRAYEK ||
LALU LINTAS T AN GIELTAN PENGOPERASIAN LINGKUNGAN
JALAN BARANG PRASARANA PERHUBUNGAN
ngﬁ;ﬁgﬁfés | | sExsI PENGUIIAN SEKSI PERAWATAN || SEKSI
SARANA PRASARANA KESELAMATAN
LINTAS
b. Tugas dan Fungsi
1) Tugas dan Fungsi Sckretariat

a) Tugas
Melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan
administratif kepada seluruh wunit organisasi di
lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi.

h) Fungsi

Sekretariat

Dalam melaksanakan

tugas,

menyelenggarakan fungsi:
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(1) koordinasi penyusunan rencana, program,
anggararn, evaluasi, dan  pelaporan  Dinas
Perhubungan Provinsi;

(2) pemberian dukungan administrasi yang meliputi
kepegawaian, ketatausahaan, keuangan,
kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan
masyarakat, kearsipan, dan dckumentasi;

(3) penataan organisasi dan tata laksana,;

(4) koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-
undangan,;
(5) pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; dan

(6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan cleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Tugas Subbagian Perencanaan dan Evaluasi
Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana rencana,
program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas
Perhubungan Provinsi.
Tugas Subbagian Keuangan
Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan keuangan
dan pengelclaan barang milik/kekayaan daerah.
Tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum
Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusar
kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan,
kerja  sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan
dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana, serta
penyusunan peraturan perundang-undangan.
Tugas dan Fungsi Bidang Lalu Lintas
a) Tugas
Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,
pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di
bidang lalu lintas.
b) Fungsi
Dalam melaksanakan tugas, Bidang Lalu Lintas
menyelenggarakan fungsi:
(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas, dan

analisis dampak lalu lintas;
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(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas, dan
analisis dampak lalu lintas;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang
manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas, dan
analisis dampak lalu lintas; dan

(4) pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

0) Tugas Seksi Manajemen Lalu Lintas
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan
rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, penetapan
lintas penveberangan dan persetujuan pengoperasian kapal
dalam Daerah kabupaten/kota yang terletak pada jaringan
jalan kabupaten/kota dan/atau jaringan jalur kereta api
kabupaten/kota, penetapan lintas penyeberangan dan
persetujuan pengoperasian  untuk kapal yang melayani
penyeberangan dalam Daerah kabupaten/kota, penetapan
rencana induk perkeretaapian kabupaten/kota, penetapan
jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu)
Daerah kabupaten/kota, dan penetapan jaringan pelayanan
perkeretaapian pada  jaringan  jalur perkerctaapian
kabupaten/kota.

7) Tugas Scksi Rekayasa Lalu Lintas
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan
perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota dan pelaksanaan
rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota.

8) Tugas Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang persetujuan
hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten/kota.

9) Tugas dan Fungsi Bidang Angkutan dan Sarana
a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,
pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di

bidang angkutan dan sarana.
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b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Angkutan dan

Sarana menyelenggarakan fungsi:

(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
angkutan orang, angkutan barang, dan pengujian
sarana;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
angkutan orang, angkutan barang, dan pengujian
sarana;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang
angkutan orang, angkutan barang, dan pengujian
sarana; dan

(4) pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10) Tugas Seksi Angkutan Dalam Trayek
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan
angkutan umum untuk jasa angkutan orang dalam Daerah
kabupaten/kota, penetapan kawasan perkotaan untuk
pelayanan angkutan perkctaan dalam 1 (satu) Daerah
kabupaten/kota, penetapan rencana umum jaringan trayek
perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, penetapan
rencana umuim jaringan trayek pedesaan yvang
menghubungkan 1 (satu) Daerah kabupaten, penerbitan izin
penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan
perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, penetapan
tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani
trayek antarkota dalam Daerah kabupaten serta angkutan
perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam
Daerah kabupaten/kota, penerbitan izin usaha angkutan laut
bagi badan wusaha vyang berdomisili dalam Daerah
kabupaten/kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan di
Daerah kabupaten/Kota, penerbitan izin usaha angkutan laut
pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha
vang berdomisili dan yvang beroperasi pada lintas pelabuhan
dalam Daerah kabupaten/kota, penerbitan izin trayek

penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal
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yang melayani trayek dalamm Daerah kabupaten/kota yang
bersangkutan, Penetapan tarif angkutan penyeberangan
penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannyva
pada lintas penyeberangan dalam Daerah kabupaten/kota,
dan penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum
yvang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah
kabupaten/kota.
11) Tugas Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Angkutan
Barang
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan
angkutan umum untuk jasa angkutan barang dalam Daecrah
kabupaten/kota, penetapan wilayah operasi angkutan orang
dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang
wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota,
penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan
tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah
kabupaten/kota, penerbitan izin wusaha penyelenggaraan
angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang
perscorangan warga negara Indonesia atau badan usaha,
penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan
penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha, dan
penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretapian
khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus
yang jaringannya dalam Daecrah kabupaten/kota.
12) Tugas Seksi Pengujian Sarana
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian
berkala kendaraan bermotor, dan penerbitan izin usaha jasa
terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.
13) Tugas dan Fungsi Bidang Prasarana
a) Tugas
Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,
pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di
bidang prasarana.
b) Fungsi

Dalam  melaksanakan  tugas, Bidang  Prasarana
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menyelenggarakan fungsi:

(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian
prasarana;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian
prasarana;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang
perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian
prasarana; dan

(4) pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

14) Tugas Seksi Perencanaan Prasarana
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan
rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal,
penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan
sungai dan danau, dan penetapan kelas stasiun untuk
stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten/kota.

15) Tugas Secksi Pembangunan Prasarana
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penerbitan
izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir,
pembangunan, penerbitan izin dan pembangunan pelabuhan
pengumpan lokal, pembangunan dan penerbitan izin
pembangunan pelabuhan sungai dan danau, penerbitan izin
pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan
pengumpan lokal, penerbitan izin reklamasi di wilayah
perairan pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin
mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas
helikopter, dan penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan
izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan
jalurmya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.

16) Tugas Scksi Pengoperasian Prasarana
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal, pengoperasian
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pelabuhan sungai dan danau, penerbitan izin usaha badan
usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal, penerbitan
izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan, penerbitan
izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk
pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin pengelolaan
Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam
DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal, dan penerbitan izin
usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana
perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu)
Daerah kabupaten/kota.

17) Tugas dan Fungsi Bidang Pengembangan dan Keselamatan
a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di

bidang pengembangan dan keselamatan transportasi.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengembangan dan

Keselamatan menyelenggarakan fungsi:

(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
pemaduan meda, teknologi perhubungan,
lingkungan perhubungan, dan keselamatan;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
pemaduan meoda, teknologi perhubungan,
lingkungan perhubungan, dan kesclamatan;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang
pemaduan moeda, teknologi perhubungan,
lingkungan perhubungan, dan keselamatan; dan

(4) pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

18) Tugas Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemaduan
moda dan pengembangan teknologi perhubungan.

19) Tugas Secksi Lingkungan Perhubungan
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

pengembangan lingkungan perhubungan.
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20) Tugas Seksi Keselamatan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan
inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan provinsi, laik
fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana, fasilitasi
manajemen dan penanganan keselamatan di jalan proevinsi,

fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan
angkutan jalan, keselamatan pengusahaan angkutan umum
dan fasilitasi kelaikan kendaraan, serta penegakan hukum

oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
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14. Contoh Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Unit Kerja padaDinas

Perhubungan Kabupaten/Kota Tipe B pada Wilayah Geografis Daratan

dengan Fokus Sub Urusan Sesuai dengan Moda Transportasi yang

Dilayani pada Wilayah Masing-Masing

a. Susunan Organisasi

b. Tugas dan Fungsi

1) Tugas dan Fungsi Sckretariat

a)

b)

Tugas

Melaksanakan pemberian pelayanan

administratif kepada

seluruh  unit

KEPALA
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PERENCANAAN KEPEGAWAIAN
DAN KEUANGAN DAN UMUM
BIDANG LALU BIDANG
LINTAS DAN PRTS:]EIS‘IA PENGEMBANGAN
ANGKUTAN DAN KESELAMATAN
SEKS] PEMADUAN
SEKSI LALU SEKSI PEREN CAN AAN oL Dl
| LINTAS | DAY PEMBANGUNAN | TEKNOLOGI
FRAZARANA PERHUBUNGAN
SEKSI SEKSI
—  SEHSIANGRUTAN — FPENGOPERASIAN — LINGKUNGAN
PRASARANA PERHUBUNGAN
SEKSI PENGUJIAN SEKSI PERAWATAN || SEKSI
SARANA PRASARANA KESELAMATAN

lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi.

Fungsi

Dalam

melaksanakan

menyelenggarakan fungsi:

tugas,

teknis

dan

organisasi di

Sekretariat
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(1) koordinasi penyusunan rencana, program,
anggaran, ecvaluasi, dan pelaporan Dinas
Perhubungan Provinsi;

(2) pemberian dukungan administrasi yang meliputi
kepegawaian, ketatausahaan, keuangan,
kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan
masyarakat, kearsipan, dan deckumentasi;

(3) penataan organisasi dan tata laksana;

(4)  koordinasi dan penyusunan peraturan
perundang-undangarn,;

(9) pengelelaan barang milik/kekayaan daerah; dan

(6) pelaksanaan tugas lain yvang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan
Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana rencana,
program, anggaran, pelaksanaan urusan keuangan dan
pengelolaan barang milik/kekayaan daerah, evaluasi, dan
pelaporan Dinas Perhubungan Provinsi.
Tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum
Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusar
kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan,
kerja  sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan
dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana, serta
penyusunan peraturan perundang-undangan.
Tugas Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
a) Tugas
Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,
pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di
bidang lalu lintas dan angkutan.
b) Fungsi
Dalam melaksanakan tugas, Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan menyelenggarakan fungsi:
(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
lalu lintas, angkutan, dan pengujian sarana;
(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
lalu lintas, angkutan, dan pengujian sarana;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang
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lalu lintas, angkutan, dan pengujian sarana; dan
4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan cleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
o) Tugas Seksi Lalu Lintas
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan
rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, penetapan
lintas penyeberangan dan persetujuan pengeperasian kapal
dalam Daerah kabupaten/kota yang terletak pada jaringan
jalan kabupaten/kota dan/atau jaringan jalur kereta api
kabupaten/kota, penetapan lintas penyeberangan dan
persetujuan  pengoperasian  untuk kapal yang melayvani
penyeberangan dalam Daerah kabupaten/kota, penetapan
rencana induk perkerctaapian kabupaten/kota, penetapan
jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu)
Daerah kabupaten/kota, dan penetapan jaringan pelayanan
perkeretaapian pada  jaringan  jalur perkeretaapian
kabupaten/kota, penyediaan perlengkapan jalan di jalan
Kabupaten/Kota dan pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk
jaringan jalan kabupaten/kota, dan persetujuan hasil analisis
dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten/kota.
0) Tugas Scksi Angkutan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan
angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang
dalam  Daerah  kabupaten/kota, penetapan kawasan
perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1
(satu) Daerah kabupaten/kota, penetapan rencana umum
jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah
kabupaten/kota, penetapan rencana umum jaringan trayek
pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah kabupaten,
penerbitan izin penyelenggaraan angkutan crang dalam trayek
perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah
kabupaten/kota, penetapan tarif kelas ckonomi untuk
angkutan crang yang melayani trayek antarkota dalam IDaerah
kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang

wilayah pelayanannya dalam Daerah kabupaten/Kkota,

www.peraturan.go.id



-107-

penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang
berdomisili dalam Daerah kabupaten/kota dan beroperasi
pada lintas pelabuhan di Daerah kabupaten/kota, penerbitan
izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang
perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang
beroperasi  pada  lintas pelabuhan  dalam Daerah
kabupaten/kota, penerbitan izin trayek penyelenggaraan
angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani
trayek dalam Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan,
Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas
ekonemi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas
penyeberangan dalam Daerah kabupaten/kota, penerhitan
izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan
jalurnya  melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah
kabupaten/kota, penetapan wilayah operasi angkutan orang
dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang
wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota,
penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan
tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah
kabupaten/kota, penerbitan izin usaha penyelenggaraan
angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang
perscorangan warga negara Indonesia atau badan usaha,
penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan
penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha, dan
penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretapian
khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus
yvang jaringannya dalam Daerah kabupaten/kota.
Tugas Seksi Pengujian Sarana
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian
berkala kendaraan bermotor, dan penerbitan izin usaha jasa
terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.
Tugas dan Fungsi Bidang Prasarana
a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di

bidang prasarana.
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b) Fungsi

Dalam  melaksanakan  tugas, Bidang Prasarana

menyelenggarakan fungsi:

(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian
prasarana;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian
prasarana;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang
perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian
prasarana; dan

(4) pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9) Tugas Secksi Perencanaan Prasarana
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan
rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal,
penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan
sungai dan danau, dan penetapan kelas stasiun untuk
stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten/kota.

10) Tugas Scksi Pembangunan Prasarana
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penerbitan
izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parKkir,
pembangunan, penerbitan izin dan pembangunan pelabuhan
pengumpan lokal, pembangunan dan penerbitan izin
pembangunan pelabuhan sungai dan danau, penerbitan izin
pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan
pengumpan lokal, penerbitan izin reklamasi di wilayah
perairan pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin
mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas
helikopter, dan penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan
izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan
jalurnya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.

11) Tugas Seksi Pengoperasian Prasarana

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
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kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penerbitan
izin pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan
izin pengoperasian pelabuhan sungai dan danau, penerbitan
izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul
lokal, penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk
pelabuhan, penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama
24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin
pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di
dalam DLKR/DLKFP pelabuhan pengumpan lokal, dan
penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi
prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya
dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.

12) Tugas dan Fungsi Bidang Pengembangan dan Keselamatan
a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di

bidang pengembangan dan keselamatan transportasi.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengembangan dan

Keselamatan menyelenggarakan fungsi:

(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
pemaduan moda, teknologi perhubungan,
lingkungan perhubungan, dan keselamatan;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
pemaduan moda, teknologi perhubungan,
lingkungan perhubungan, dan keselamatan;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang
pemaduan moeda, teknologi perhubungan,
lingkungan perhubungan, dan keselamatan; dan

(4) pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13) Tugas Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan
Melakukan penyviapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemaduan
moda dan pengembangan teknologi perhubungan.

14) Tugas Seksi Lingkungan Perhubungan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
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kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di  bidang
pengembangan lingkungan perhubungan.
13) Tugas Scksi Keselamatan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan
inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan provinsi, laik
fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana, [asilitasi
manajemen dan penanganan keselamatan di jalan proevinsi,
fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan
angkutan jalan, kesclamatan pengusahaan angkutan umum
dan fasilitasi kelaikan kendaraan, serta penegakan hukum

oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
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15. Contoh Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Unit Kerja padaDinas

Perhubungan Kabupaten/Kota Tipe C pada Wilayah Geografis Daratan

dengan Fokus Sub Urusan Sesuai dengan Moda Transportasi yang

Dilayani pada Wilayah Masing-Masing

a. Susunan Organisasi

KEPALA

SEKRETARIAT
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PERENCANAAN KEPEGAWAIAN

DAN KEUANGAN DAN UMUM

BIDANG LALU
LINTAS DAN
ANGKUTAN

|

SEKSI LALU
LINTAS

1 SEKSI ANGEUTAN

BIDANG
PRASARANA DAN
KESELAMATAN

|

e SEKS] PRASARANA

] SEKSI

KESELAMATAN
A PERGEMBANGAN
b. Tugas dan Fungsi
1) Tugas dan Fungsi Sckretariat
a) Tugas
Melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan
administratif kepada seluruh wunit organisasi di
lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi.
h) Fungsi
Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat

menyelenggarakan fungsi:
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(1) koordinasi penyusunan rencana, program,
anggaran, ecvaluasi, dan pelaporan Dinas
Perhubungan Provinsi;

(2) pemberian dukungan administrasi yang meliputi
kepegawaian, ketatausahaan, keuangan,
kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan
masyarakat, kearsipan, dan deckumentasi;

(3) penataan organisasi dan tata laksana;

(4)  koordinasi dan penyusunan peraturan
perundang-undangarn,;

(9) pengelelaan barang milik/kekayaan daerah; dan

(6) pelaksanaan tugas lain yvang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan
Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana rencana,
program, anggaran, pelaksanaan urusan keuangan dan
pengelolaan barang milik/kekayaan daerah, evaluasi, dan
pelaporan Dinas Perhubungan Provinsi.
3) Tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum
Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusar
kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan,
kerja  sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan
dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana, serta
penyusunan peraturan perundang-undangan.
4) Tugas Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
a) Tugas
Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,
pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di
bidang lalu lintas dan angkutan.
b) Fungsi
Dalam melaksanakan tugas, Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan menyelenggarakan fungsi:
(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
lalu lintas, angkutan, dan pengujian sarana;
(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
lalu lintas, angkutan, dan pengujian sarana;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang
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lalu lintas, angkutan, dan pengujian sarana; dan
4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan cleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Seksi Lalu Lintas
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan
rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, penetapan
lintas penyeberangan dan persetujuan pengeperasian kapal
dalam Daerah kabupaten/kota yang terletak pada jaringan
jalan kabupaten/kota dan/atau jaringan jalur kereta api
kabupaten/kota, penetapan lintas penyeberangan dan
persetujuan  pengoperasian  untuk kapal yang melayvani
penyeberangan dalam Daerah kabupaten/kota, penetapan
rencana induk perkerctaapian kabupaten/kota, penetapan
jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu)
Daerah kabupaten/kota, dan penetapan jaringan pelayanan
perkeretaapian pada  jaringan  jalur perkeretaapian
kabupaten/kota, penyediaan perlengkapan jalan di jalan
Kabupaten/Kota dan pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk
jaringan jalan kabupaten/kota, dan persetujuan hasil analisis
dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten/kota.
Tugas Scksi Angkutan
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan
angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang
dalam  Daerah  kabupaten/kota, penetapan kawasan
perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1
(satu) Daerah kabupaten/kota, penetapan rencana umum
jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah
kabupaten/kota, penetapan rencana umum jaringan trayek
pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah kabupaten,
penerbitan izin penyelenggaraan angkutan crang dalam trayek
perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah
kabupaten/kota, penetapan tarif kelas ckonomi untuk
angkutan crang yang melayani trayek antarkota dalam IDaerah
kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang

wilayah pelayanannya dalam Daerah kabupaten/Kkota,
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penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang
berdomisili dalam Daerah kabupaten/kota dan beroperasi
pada lintas pelabuhan di Daerah kabupaten/kota, penerbitan
izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang
perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang
beroperasi  pada  lintas pelabuhan  dalam Daerah
kabupaten/kota, penerbitan izin trayek penyelenggaraan
angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani
trayek dalam Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan,
Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas
ekonemi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas
penyeberangan dalam Daerah kabupaten/kota, penerhitan
izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan
jalurnya  melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah
kabupaten/kota, penetapan wilayah operasi angkutan orang
dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang
wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota,
penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan
tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah
kabupaten/kota, penerbitan izin usaha penyelenggaraan
angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang
perscorangan warga negara Indonesia atau badan usaha,
penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan
penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha, dan
penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretapian
khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus
yvang jaringannya dalam Daerah kabupaten/kota.
7) Tugas Seksi Pengujian Sarana
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian
berkala kendaraan bermotor, dan penerbitan izin usaha jasa
terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.
8) Tugas dan Fungsi Bidang Prasarana dan Keselamatan

a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di

bidang prasarana, keselamatan, dan pengembangan
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transportasi.
b) Fungsi
Dalam  melaksanakan  tugas, Bidang  Prasarana

menyelenggarakan fungsi:

(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
prasarana, keselamatan, dan pengembangan
transportasi;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
prasarana, keselamatan, dan pengembangan
transportasi;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang
prasarana, keselamatan, dan pengembangan
transportasi; dan

(4) pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Seksi Prasarana

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan
terminal penumpang tipe C, penerbitan izin penyelenggaraan
dan pembangunan fasilitas parkir, penetapan rencana induk
dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal, penetapan
rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan
danau, pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan
pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal, pembangunan
dan penerbitan izin pembangunan dan pengeperasian
pelabuhan sungai dan danau, penerbitan izin usaha badan
usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal, penerbitan
izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuh, penerbitan izin
pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan
pengumpan leokal, penerbitan izin pekerjaan pengerukan di
wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin
reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal,
penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan
Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan
lokal, penerbitan izin mendirikan bangunan tempat
pendaratan dan lepas landas helikopter, penerbitan izin

usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana
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perkerctaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu)
Daerah kabupaten/kota, dan penetapan kelas stasiun untuk
stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten/kota.
10) Tugas Seksi Keselamatan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan
inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan provinsi, laik
fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana, fasilitasi
manajemen dan penanganan keselamatan di jalan provinsi,
fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan
angkutan jalan, keselamatan pengusahaan angkutan umum
dan fasilitasi kelaikan kendaraan, serta penegakan hukum

oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
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11) Tugas Seksi Pengembangan
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemaduan
moda, pengembangan teknologi perhubungan, dan

pengembangan lingkungan perhubungan.
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